
2. Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438). 

· 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 temang Pembemukan 
Daerah-daeran Kabupaten dalam lingkungan Propins, Jawa 

Barat (Serita Negara Tahun 1950); 

Mengingat 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dnnaksuc pada 
huruf a di atas, susunan Organisasi dan Tata Kelja Sadan 

Pemberdayaan Perempuan Dan Ketuarga Berencana 
Kabupaten Bekasi tersebut pertu d~etapkan dengan Peraturan 
Bupati 

• 

• 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Oaerall 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organises, 

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. yang didalamnya 
mengatur pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan 

Dan Keluarga Berencana. maka sesuai ketentuan Pasa. 58 

pertu disusun aturan pelaksanaannya kedalam organisasi dan 
tata kel)a yang meliputi kewenangan. tugas pokok dan fungsi 

serta uraian tugas; 

Menimbang 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR f / ,AHU,v .!PIL( 

TENT ANG 



: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI OAN 
TATA KERJA BADAN PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN 
KELUARGA BERENCANA 

MEMUTUSKAN 

9. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8. Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabuoaten 

Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tanun 2014 
Nomor8). 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 T ahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor4741). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerimahan Amara Pemenntah . 

Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemenntahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubh1< Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

5. Undang-Undang Namer 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S1pll 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

3 Undang-<Jndar,g Nance ·2 Tanun 2011 tenia-,g Pe-"lOe<lt~,a~ 
Peraturan Perundang-ur,dangan (lemoaran Negara Re!)vb "k 
Indonesia Tahun 20' 1 Nomor 82 Tarnbanan Lembaran 
Negara Nomor 5234) 

Menetapkan 

• 

• 



Dalam menyelenggaraka~ pelaksanaan tugas Sadan mempunyai kewenangan · 

a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG. 
b. Koordinasi, fasili!asi dan mediasi pelaksanaan PUG. 

c. Fasilitasr penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG paca 

lembaga pemerintahan, PSW, lembaga peneliban <Ian pengembangan. 

lembaga non pemerintah. 

d Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan keg1atan yang responsif 

gender. 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. 

f. Pelaksanaan analisls gender, perencanaan anggaran yang responsif gender. 

dan pengembangan materi KIE PUG 

BAB II 
KEWENANGAN, KEOUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kewenangan 

Pasaf 2 
• 

Dalam Peraturan ,ni yang dirraksud dengan . 

1 Oaerah aoalah Kabupaten Bekasr; 

2 Pemenntah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

3 Bupati adalah Bupati Bekasi: 
4. Sekretans Oaerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Bekasi; 
5 Sadan adalah Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bek.as\; 

6. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bekasi; 

• 7. Untt Pelaksana Teknis Sadan yang disingkat UPTB adatah unsur pelaksana 
operasional sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) 
kecamatan; 

8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan keglatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung 
kelancaran tugas pokok Sadan. 

'.:lAB 
KE"TENTUAN UMU.\1 

Pasa x 



r. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan petlindungan anak skala 

kabupaten. 

s. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk 

pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan pertrndungan anak. 

t. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat 

dan dunia usaha unruk pelaksanaan PUG, kesejanteraan dan perlindungan 

anak. 

u. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk rnelaksanakan rekayasa sosia! untuk 

mewujudkan KKG dan perlindungan anak. 

P­ 
q. 

Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perfrndungan anak. 

Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahtetaan dan perlindungan anak. 

Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan. 

o. 
• 

g Peiaksanaan °UG :(81'19 te.rka.:. cenga,.., bldang perr.bangvna:n ten.aa.<Tta ttt 

!»dang peO<l,d ,raci kesehatan ekonom hu<urr car- HAM dan politik. 

h Fas,:r-as, penyed,aan data terpuan menunn 1enis kelamin 

Penyelenggaraan ~ebiakan pemnqsatan kualitas hidup perempuan yang terkait 

dengan btdang pembangunan terutama dibidang pendidikan. kesehs:an. 

excnorru hukum can HAM politlk. lingkungan, dan sosial budaya. 

Pengintegras,an upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebiJal<an 

b1dang pendidikan. kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, polibl<, lingKungan. 

dan sosrat budaya. 

Koordinasi pelaksanaan kebiiakan kualitas hidup perempuan dalam IJK!ang 
pendrdikan, kesehatan. ekonomi, hukum dan HAM, polibk. l1ngkungan, dan 

sosial budaya. 

Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama periindungan 

terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan. perempuan lanjut usia dan 

penyandang cacat, dan perempuan d1 daerah konflik dan daerah yang terkena 

bencana. 

m Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terulama 

pertindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanJtrt 

usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang 

terkena bencana. 

n. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama 

pet1indungan terhadap kekerasan. tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut 

usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang 

ter1<ena bencana. 

• 



berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan. terbebas dari HIV I AIDS 

- dan lnfeksi menular Seksual (IMS); 

11. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria 

dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 

fi. Peningkatan keqa sama pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka 

panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualrtas dan merata· 

kk. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, ala,. obat, dan cara kontrasepsi, 

dan pelayanannya dengan pnoritas keluarga miskin dan kelompok rentan: 

II. Penjaminan ketersediaan sarana, atat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta 

mandiri; 

mm. Pelaksanaan infonned choice dan informed concent dalam program KB, 

nn Peneiapan kebijakan KRR. pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAf'ZA. 

Penyelenggaraan can fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga hh. • 

kesehatan reproduksi, peningkatan partis,pasi pria. serta ke'.angsungan hidup 

ibu, bayi dan anak: 

ee Pe!aksanaan jaminan sarana dan prasarana pelayanan KB, serta peningkatan 

partlsipasi pria. 

ff. Pemantauan tingkat drop out peserta KB: 

gg. Peneasan jaringan dan pengembangan pembinaan penyuluh dan pelayanan 

KB: 

cc. 

bb. Penetapan dan pengembangan jalingan pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi, pada pelayanan Pemerintah dan SWasta . 

Penetapan proyeksi perencanaan dan sasaran pelayanan KB. pada us.a 
produktif dan promosi masalah kesehatan reproduksi 

dd. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan 

• 
aa. 

v Peniaoaran can pe"etapan Keo,.a~n .sl'.S!em lt'lfo,rnas.i gender aan a ..... w< ua a 

Mbupa,e~ dengan rnerujuk paea kebija.Kan nasional 

w Pela•sanaan pengumpuian pengolahan dan anassis. pemanfaatan oan 

penyebarluasan s.stem informasi gender dan anak. 
x Pela:<sanaan pengumpulan. peogol.ahan dan anaJiSis. pemanfaatal'I dan 

penyebarluasan sistem mformasi gender dan anak. 
Analis,s. pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpllah 

menurut ienis kelamin. khusus perempuan dan anak. 

Pemantauan dan evaluas, serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sestem 
,nformasi gender dan anak. 

Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi). 



UPP KS; 

aa. Pelaksanaan kernitraan untuk aksesibilitas permodatan, teknologi, dan 

manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; 

oo. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga 

kecil berkualnas dan jejaring program. 

aaa. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kred~ jaoatan fungs10nal 

penyuluh KB; 

bbb. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran lnstitusi Masyarakat 

Pedesaan/Perkotaan (IMP) daiam program KB nasional: 

zz . 

xx. 
yy. 

Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra melahiri<an: 

Pembemukan modet-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 

Pembmaan teknis pen,ngkatan pengetahuan keterampjtan, kewirausahaan dan 

manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahrera I alasan 

ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS); 

aa. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok 

• 

keluarga; 

vv. Penyerasian penetapan criteria pengembangan ke!ahanan dan pemberdayaan 

keluarga; 

ww Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), 

dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 

rt. Pemanfaatan cenaga SOM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya 

KRR termasuk pencegahan HIV/AJOS. IMS dan bahaya NAPZA baik antara 

sektor pemerintah dengan sektor LSOM: 

uu. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan 

• 

qq Penyerasian dan penetapan criteria sena kelayakan tempat peU.yanan KRR 

termasuk penoegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; 

rr. Penyelenggaraan pelayanan KRR terrnasuk pencegahan HJV/AJDS. IMS dan 

bahaya NAPZA; 
ss Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasu1< pencegahan 

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan 

sector Lembaga Swadaya Masyarakat (LSOM); 

oo Peo~aer,gga•aan dc<unga-: ~a K,<R penoega'lan H!VIAIOS MS oa!' 

NAPZA 

pp Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR peocegahan HIV/AJDS IMS dan 

NAPZA 



ggg 

hhh 

Ill 

JJJ 
kkk. 

• 111. 

a:.c Penaaoa,, fom,as, dan sos-assas. iaba:an fungsiona penyu,un ,(6 

ddd Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan -smus. 
masyarasat program KB nasronal catam rangka kemandinan; 

eee Penetapan petunjuk teknrs perungka:an peran serta mitra program KB nasionai; 

fff Pelaksa.naan penge;olaan personil, sarans dan p,asarans dalam mendukung 

program KB nasronal, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan 

tokoh agama; 
Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; 

Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB; 

Penyediaan dukungan operasional IMP oatarn program KB nasional; 
Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional; 

Pelaksanaan peningkatan ketjasama dengan mitra ketja program KB nas10nal 

dalam rangka kemadirian; 

Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional; 

mmm Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; 

nnn. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten; 

ooo. Pendayagunaan SOM program te~atih, serta perencanaan dan penyiapan 

kompetensi SOM; 

opp. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program 

peningkatan kinetja SOM; 

qqq. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE; 

ttt, Penetapan perkiraan sasaran. penyerasian kriteria. dan penyelenggaraan 

operasional advokas, dan KIE program KB-KR, HIV/AIDS, IMS, pemoerdayaan 

keluarga, dan penguatan kelemba_gaan keluarga kecal berkualitas: 

sss. Penetapan kebijakan, pengembangan inforrnasi data rmkro keluarga; 

Ill~ Pelaksanaan operasional system inforrnas, manajemen pembe!dayaan 

perempuan dan program KB nasional; 

uuu. Pemutakhiran. pengolahan, dan penyediaan data mikro keluarga serta analisa 

program PP-KB:. 

wv. Pemanfaatan operasional jaringan komunil<asi data da!am pelaksanaan 

e-govemment dan melakukan diseminasi inforrnasi: 

www. Pengkajian dan penyempumaan peraturan daerah yang mengatur 

perkembangan dan dinamika program PP-KB di kabupaten: 

XX)(, Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan; 

yyy. Pengkajian dan penyempumaan peraturan daerah yang mengatur 

perkembangan dan dinamika kependudukan; 



- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan pertindungan anak 

serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera : 
c pembinaan, pelaksanaan tugas. clan evaluasi pemberdayaan perempuan dan 

pertindungan anak. keluarga berencana dan keluarga sejahtera. dan penggerakan 
keluarga: 

d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan: 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Oalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan 
mempunyai iungsi : 

• 

Bagian Keernpat 

Fungsi 
Pasal 5 

Sadan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan. menyelenggarakan. 
membma. dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana 
dan keluarga sejahtera 

, 1) Sadan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 
,2) Sadan dipimpin oleh seorang Kepala Sadan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Oaerah. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal3 

zzz Monr.onng eva~s.t asstens fasrut:asJ can suoervsse oetassanaa-i program 

PP-KB nas-ona' 

Bagian ketiga 

TugasPokok 
Pasa14 



. 
2. Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Parbsipasi Peran Pria. 

e. Bidang Keluarga Sejahtera. membawahkan : 

1. Sub. Bidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga· 
2. Sub. Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi. 

f. Bidang lnformasi dan Analisis, membawahkan : 

1. Sub. Bidang Pendataan dan Analisis· 

2. Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 
g. Un~ pelaksana Teknis Sadan: 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(1) Organisasi Sadan terdiri atas · 

a. Kepala Sadan: 
b. Sekretariat. membawahkan : 

1. Sub. Bagian perencanaan; 
2. Sub. Bajjian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Sidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. membawahkan : 

1. Sub. Bidang Peningkalan Peran Orgamsas, Perempuan; 

t 2. Sub. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pertindungan Anal<. 
d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan : 

1. Sub S,dang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana: 

Sadan terdiri dari unsur-unsur: 
a P,mpinan: 
b Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian: 
e Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Unit Pelaksana Tekms Sadan dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

BAS 
ORGANISASI 
Bag,an Kesatu 

Unsur-unsur Orgamsasi 
Pasal6 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Pasal7 



11) Kepata Sadan mempunyai tugas pokok memimpin. merumuskan. 

menye!enggarakan. membina. dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksan.aan 

kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anax 

serta keluarga berencana dan keluarga sejahte<a. 
(2) Umuk melaksanakan tugas pokok sebagarnana d,maksud pada Ayat (1) Kepala 

Badan mempunyai fungsi : 
a perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan peifindungan 

anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera • 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pemberoayaan 

perempuan dan perlindungan anak serta keluarga becencana dan keluarga 

sejahtera ; 

c. pembinaan. pelaksanaan tugas, dan eva!uasi pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan snak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan 

penggerakan keluarga; 
d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan: 

I c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Oalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

- ayat (2), Kepala Sadan mempunyai uraian tugas : 

a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategrs 
dan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana dalam rangka kelancaran tugas; 
b. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sebaga, bahan 
penyusunan RPJPO dan RPJMO Kabupaten; 

c, menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai bahan 
penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Kabupaten, 

f 2) Bagan Slr~<lUf Ofgarusas, Baoan secaga,,...ana d.atur ca am Peraruran Oaeran 
Kabupa.en Sei(as, Nomor 7 T arum 2009 tentang Organ,sas, Perangkat Oaerah. 

Bagian Ketiga 
Bidang Tugas Unsur Ocganisasi 

Paragraf 1 

Kepala Badan 
Pasal8 



dan perempuan; 

I. merumuskan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG; 

m. mengoordmas,kan, memfasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG; 

n. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan 

mekanisme PUG pada Lembaga Pemerintah. PSW. Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan. Lembaga Non Pemerintah. Forum 

Kualrtas.hidup perempuan ( PKHP); 

o. mengoordinasikan dan memfasibtasi Kebijakan. Program dan Kegiatan 

yang responsif Gender dengan SKPO terkait, Organisasi 

Kemasyarakatan, LSM, Token Agama. Orgamsasi Politl'k dan 

Organisasi propesi; 

p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 

q. menyelenggarakan analisis gender. Anggaran yang Resionsif Gender. 

dan pengembangan Maten KIE PUG; 

r. memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin 

bekerjasama dengan BPS; 

• 

mengoordinasikan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

berdasarkan azas Penghorrnatan hak Azasi Manusia, Keadilan dan 

Kesetaraan Gender, Non Oisknminasi dan perfindungan Hukum; 

k. menyelenggarakan pengembangan kernnrasejajaran antara ~ 

J 

d ,.....e1yi.atKa11 oa•1an-b:a'"ian 1..KPJ a<hi' tancn can aknlr mas.a .abatan 

Supai paoa boaa~g 0emberdayaan Perempuan dan Ka,uarga 

Serencana· 
e menyampai1<.an laporan akuntabitrtas kmerja Badan Pembetdayaan 

Perempuan dan KeJuarga Berencana sebagai pena.nggunmswaban 

kepaca Bupat,; 
f. membina oan mengevaluasi program dan kegiatan Sadan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 
g. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

Pengurus Utama Gender dan perlindungan anak: 

h menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan Pengarusutamaan 

Gender dan perlindungan anak; 

i. merumuskan dan menetapkan kebqakan keg1atan Pengurus Utama 

Gender dan perfindungan anax; 



sosial guna mewujudkan KKG; 

cc. memfasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia 

usaha untuk pelaksanaan PUG; 

dd. memfasilitasi pengembangan dan penguatan 1aringan kerja lembaga 

masyarakat dan duma usaha untuk pelaksanaan PUG: 

ee. menyelenggarakan penjabaran dan penetapan kebijakan ssstern 

informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional; 

ff. menyelenggarakan pengumpulan. pengolahan dan analisis. 

pemanfaatan dan penyebat1uasan sistem infonnasi gender: 

gg. menganalisis. pemanfaatan. penyebarfuasan dan pendokumentasian 

data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan; 

bb . 

hidup perempuan dalam kebijakan bidang pemerimahan. per.didikan, 

kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, Politik Lingkungan dan Sosia, 

Buda ya; 

z. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan 

datam bidang pendidikan. kesehatan,ekonomi, hukum dan HAM 

Politik dan Sosial Budaya; 

aa. menyelenggarakan kebijakan tentang perlindungan perempuan 

terutama perlindungan temadap kekerasan, tenaga kel]a perempuan. 

perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di 

daerah konplik dan daerah yang terkena bencana; 

memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa • 

x 

v. 
u 

l rnetaksanaxan evaluasi Modal UP2K 

membenkan reward kepada kader Posyandu: 

Bantuan Operastonal ru1ukan di lokasi Desa Siaga: dan 

memberikan Bantuan Pemberantasan Bula Aksara Perempuan. 

menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait 

dengan bidang pembangunan terutama bidang pencfidikan. kesenatan. 

ekonomi, hukum dan HAM, Politik Lingkungan dan Sosial Budaya· 

y. menyelenggarakan pengintegras,aan upaya peningkatan kualitas 

w 

s ~e1"":fE.iE11S9ara<a-n PUG )-ar:.g terea t ae~a ... t'.»03'19 perr.oa.,_g...i'aan 

tennarna d, btCa""lg pend a l<an- xesenatan. esonom hukum dan HAM 

dan politrk antara lain 



Berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja; 

VWI. menyelenggarakan program infertilisasi bagi keluarga tidak punya 

keturunan; 

uu 

oenyelenggaraan keg,atan oerundu119an anak 

._ merumuskan dan menetapkan keb•Jakan daerah untuk kesejalt!eraan 

dan pert,ndungan anak 
li- menye!enggarakan peng ntegtasia.n hak-hak anak dalam ,a:ngke 

kesejahteraan dan perhndungan anax: 

kk memfasilrtasi rumah singgah bagi anak - anak korban kekerasan; 

II memfasilrtasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan ounia 

usaha untuk pelaksanaan peningkatan keseiahteraan dan 

perlindungan anax: 
mm. memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga 

masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan 

pertindungan anak. 

nn. memfasilitasi lembaga masyaraka! untuk melaksanakan rekayasa 

sosial guna mewujudkan perlindungan anak: 

oo. merumuskan, menetapkan kebijakan sistem informasi tentang anak 

dengan mengacu pada kebijakan skala nasional; 

pp. menganalisis pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian 

data terpilah menurut jenis kelamin tentang anak; 

qq. merumuskan, menetapkan perunjuk teknis dan rencana 

penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang keluarga Berencana dan 

Kesehatan reproduksi Remaja serta pertindungan hak-hak reproduksi; 

rr. memtasilitasi jarnlnan persediaan alat kontrasepsi da.arn 

penyelenggaraan pelayanan kontraseosi; 

ss menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan KS; 
n. menyelenggarakan petugas penghubung pelayanan kontrasepsi dan 

petugas RJR Klinik; 

' 

Berencana dan menyelenggarakan pengayoman Keluarga 

Perlindungan hak-hak reproduksi serta KRR: 

vv. menyelenggarakan konsultasi penanggulangan masalah Ketuarga 



partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksl serta 

kelangsungan hidup lbu, Bay, dan anak: 

999. merumuskan, menetapkan pengembangan jaringan petayanan KB dan 

kesenatan reproduksi termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit. 

hhh. merumuskan. menetapkan per1<iraan sasaran pelayanan KB. saran 

kehamilan. sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran Ummeineed. 

sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta 

sasaran kelangsungan hidup lbu. Bayi dan anak; 

- 
menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan 

reproduksi. operasionalisasi jaminan dan petayanan KB. peningkatan . 
fff. 

eae menyelenggarakan jaminan can pelayanan KB. peningk3130 
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduks, serta 

kelangsungan hidup lbu, Bayi dan anak 
bbb. menye!enggarakan jaminan ketersediaan sarana. alat.obat dan cara 

kontrasepsi bagi peserta KB dan keluarga miskin: 

cee. menyelenggarakan pendistribusian sarana, alatobat dan cara 

kontrasepsi bagi peserta KB dari kelua,ga miskin; 

ddd. menyelenggarakan kemitraan catarn penyediaan alat dan obat 

kontrasepsi dengan sektor swasta bagi keluarga yang menggunakan 

KB secara mandln; 

eee menyelenggarakan pembinaan pesena KB mandiri yang dilayani pada 

jalur pelayanan Swasta baik Bidan Praktek Swasta ( BPS ) dan Ool<ter 

Praktek Swasta (OBS): 

swasta: 
merumuskan. menetapkan kebijakan jaminan dan pelayanan KB 

penmgkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan 

reproduks, serta kelangsungan hidup lbu. Bayi dan anak 

zz 

xx. ~an:l'$ <as can <utut<a" kas...s ·compf <aSo dan kegaga.a,o pese,.,, KB 

caiam peoggunaan a at kontrasepsr 

yy menyetenggarakan cencetatan dan menyampa.kan pe.aporan 

penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi ba1k jalur pemerintah mau_pun 



ttt. menyelenggarakan Pembinaan Pusat lnformasi Kesehatan Reproduksr 

Remaja; 

sss. rnerumuskan. menetapkan kebijakan pengelolaan Pelaksanaan 

Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaia dr lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat; 

ttt. menyelenggarakan dukungan operasional KRR, Peooegahan 

HIV/AIDS, IMS, dan bahaya nafza. 

tingkat kecamatan dan desa: 

ooo. menyelenggarakan ketjasama dengan tim penjaga mutu pe.ayanan 

dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kelua,ga berencana dan 

kesehatan reprcduksi; 

ppp. memfasilitasi pelayanan kontrasepsi secara terpusat melalui 

momentum Bhakti 181. KB-Kes Bhayangkara. TNI Manunggal KB Kes. 

dan Kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan; 

qqq. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

ayoman peserta KB, perlindungan hak-hak reproduks, dan 

penanggulangan masalah reproduksi, kesehatan lbu dan anak serta 

KRR; 

mmm. memfasilitasi peningkatan keterampdan tenaga teknis medis (dokter 

maupun bidan) melalui pendidikan dan pelatihan guna peningkatan 

kualitas pelayanan kontraseost; 

nnn. menyelenggarakan orientasi petugas dan pengelola program KB d• 

11. ""'"'a'L~~., men:..eras..<a.'l can ""'Nef\etaj)l(an \(nte:ia serta i<e.a,.-a<an 

1empa1 petayanan KB can kesenatan reproduksr. pen °gkatan 

parusmasi pna, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta 

ke,angsungan kesehatan lbu, bayi dan anak; 

JJj menyelenggarakan penyediaan sarana dan pra sarana petayanan 

kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih 

tetjangkau, rasional dan efektif. efisien: 

kkk. menyelenggarakan inform consent dan inform choice terhadap peserta 

KB dalam penggunaan ala! kontrasepsi; 

111. menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Adm1nistrasi kfinik KB/J)QI\Jg:lS 

klinik KB dalam rangka pencatatan dan pelaporan hasa pelayanan 

kontrasepsi; 



maupun LSM; 

zzz. menyeleng9arakan Pusat lnformasi dan Konsultasi (PIK) KRR di 

sekolah, dan masyarakat; 

aaaa, merumuskan menetapkan petunjuk tekms dan rencana 

penyeleng9araan kegiatan Ketahanan Keluarga dan Ekonom, Mlkro 

Keluarga; 

bbbb. merumuskan menetapkan kebijakan kegiatan program ketahanan 

keluarga dalam BKB, BKR, BKL dan UPPKS; 

cccc. menyelenggarakan 8 (de!apan) lungsi keluarga dalam Keluarga Balita, 

Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia· 

dddd. menyelenggarakan Pembinaan Kelembagaan BKB, BKB Kemas BKR. . 
BKL, dan UPPKS; 

eeee. memfasilitas pelaksanaan kegiatan BKB, BKB Kemas BKR. BKL dan 

UPPKS; 

ffff. menganalisis cakupan has~ kegiaian BKB,BKB Kemas, BKR dan BKL 

dan UPPKS; 

9999. merumuskan. menetapkan pengembangan program ketahanan 

keluarga dalam BKB, BKR. BKL dan UPPKS; 

hhhh, menyelenggarakan dukungan petayanan ketahanan keluarga dalam 

BKB. BKB Kemas, BKR BKL dan UPPKS; 

X:XX. 

WWW menyelen99arakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk 

pencegahan HIVIAOS, IMS dan bahaya NAPZA; 

merumuskan, menetapkan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk 

pence9ahan HIV/AIOS,IMS dan bahaya NAFZA baik antara seklor 

pemerintah maupun LSM; 

yyy. menyelen99arakan pemanfaatan SOM pengelola. pengelola pendidilc 

sebaya dan konselor sebaya KRR termasux pencegahan 

HIV/AIOS,IMS, dan bahaya Nafza baik antara seklor pemerintah 

uuu l!'e'Umusk2n 'Tlere:apl<afl pe(,raan sasaran oecayanan per.cega'>an 

HIVIAJDS lMS can bana)'a Nafza 

wv menyelenggarakan Pe~yerasian dan penetapan kriteria serta 

keiayakan ternpat pe!ayanan KRR termasuk pencegahan 

HIV/AIDS IMS dan bahaya NAPZA; 



wwww. menyelenggarakan Pembinaan tekrus peningkatan pengetahuan. 

keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga 

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dalam kelompok UPPKS: 

xxxx menyelenggarakan pendampingan magang bagi para kader/ anggota 

kelompok UPPKS; 

pppp. merumuskan, penetapan skim kredit bagi usaha ekonomi mikro 

keluarga melalui kelompck UPPKS; 

qqqq. merumuskan, menetapkan kriteria dalam pengembangan keterampilan 

anggota kelompok UPPKS; 

rrrr. merumuskan. menetapkan pengembangan kelompok UPPKS. ternu 

mitra usana ekonomi mikro pedesaan; 

ssss. merumuskan, menetapkan bentuk bimbingan pengelola modaJ osana 

pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS; 

tttt. menyelenggarakan Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kelompok 

UPPKS bidang keterampilan. permodalan dan pemasaran; 

uuuu. menganalisis cakupan hasil keg1atan Pembinaan Ekonomi Ml<to 

Keluarga: 

vvvv. menyampalkan Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan Pembinaan 

Ekonomi Mikro Keluarga, 

nnnn. menyelenggarakan Penyerasian keteria usaha ekonomi mikro 

keluarga dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga; 

0000. merumuskan, menetapkan syarat - syarat pembentukan kelompok 

UPPKS; 

au. :TIE"" ;e e,ggara,.:-a... penyer~an penetapan kMena penge.tT'.bangan 

<eg.a:an ketahanar Keluacga ca.am BKB. B,na Kes.apan masux 

sesoran BKR <!an BKL serta UP"KS: 

jjjj merumuskan menetapkan sasaran BKB. BKB Kemas. BKR dan BKL 

serta UPPKS: 

kkkk menyelenggarakan model-model kegiatan ketahanan keluarga melalui 

BKB, BKB Kemas, BKR dan BKL serta UPPKS: 

1111. menyelenggarakan pembinaan Kualitas Lingkungan Keluarga; 

mmmm. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Ketahanan keluarga melalui BKB. BKB Kemas. BKR dan BKL serta 

UPPKS; 



00000. 

merumuskan, menetapkan hasil klasifikasi dan propel keluarga 

sejahtera; 

menyelenggarakan pengolahan intormasi dan data demografi. KB dan 

keluarga, 

nnnnn. 
mmmmm. menyelenggarakan Penyerasian indikator kefuarga seiahtera· 

menyelenggarakan pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan 

keluarga: 

11111. menyelenggarakan pendataan keluarga; 

kkkkk. 

seksi data mikro keluarga; 

jjjjj. merumuskan, menetapkan perkiraan sasaran program KB menurut 

tahapan keluarga sejahtera: 

- 

hhhhh. 

ggggg. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan kelompok UPPKS 

dan asosiasi kelompol< UPPKS; 

menyelenggarakan monttoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan 

Ekonomi Mikro Keluarga; 

iiiii merumuskan menetapkan petunjuk teknis dan rencana kegiatan 

teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan 

ke\ompok UPPKS; 

fffff melaksanakan promosi hasil produksi kelompok UPPKS dalam 

berbagai momentum gelar dagang di tingkat kabupaten; 

kemitraan untuk aksesibilitas permooalan. menyelenggarakan eeeee. 

UPPKS; 

ddddd. 

occcc. 

Obbbb. 

aaaaa 

menyeienggarakan promos, hasil produksi ke!ompok UPPKS dalam 

berbaga1 mcmerucm gelar dagang di tingkat kabvpaten: 

menyelenggarakan pembinaan kelembagaan kelompok UPPKS dan 

asosiasi kelompok UPPKS; 

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan 

Ekonom, M1kro Keluarga: 

menyelenggarakan penyerasian kriteria usaha ekonomi mikro keluarga 

dalam upaya peningkaian kesejahteraan keluarga: 

merumuskan. menetapkan syarat-syarat pembentukan ke!ompok 

zzzz 

yyyy -.enye~ggara~'l Kem'1'faan unw~ a'<-sest>l tas pel'Y'l"IOOa<a~. 

temolog dan rianaiemen sena pemasaran guna pemng,<atan 

kelompoi< UPPKS 



. 
Perempuan dan Keluarga Berencana: 

dddddd. menyelenggarakan Workshop Pembinaan teknis keterampilan 

Advokasi, Komunikasi. lnformas, Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana; 

-ee. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi. KIE 

dan penggerakan lini lapangan; 

ffffff. merumuskan. menetapkan materi promosi Program Pemberdayaan 

Perempuan, KS dan Keluarga Sejahtera; 

gggggg. merumuskan, menetapkan mateli Penyelenggaraan Advokasi. KIE 

dan konseling program Pemberdayaan Perempuan; 

menyelenggarakan pengembangan dan pengadaan sarana mec.a 

komunikasi (MUPEN NPC sarana komunikasi lainnya); 

menyelenggarakan identifikasi dan penyelesaian masalah advokasi. 

KIE serta penggerakan lini lapangan; 

menye!enggarakan sosialisasi peraturan dan perundang,undangan 

Pemberdayaan Perempuan di lini lapangan; 

mengoordinasikan pemberdayaan lintas sektor dan lintas program. 

menyelenggarakan pengembangan kemitraan dalam Pemberdayaan 

KIE; 

menyelenggarakan pengembangan dan pemifikan media advoxasi dan 

cccccc 

bbbbbb. • 
aaaaaa. 

zzzzz. 

yyyyy. 

xxxxx. 

wwwww. merencanakan penyusunan perunjuk Teknis dan rencana kegiatan 

Advokasi. Komunikasi, lnformasi dan Edukasi serta PenggeraJ<an Uni 

Lapangan: 

uuuuu 

mikro keluarga; 

menyelenggarakan pemutakhiran, monitoring dan Evaluasi Data Mlkro 

Keluarga; 

vwvv. menyelenggarakan diseminasi/Seresehan Hasil Perttiataan Keluarga; 

sssss. 

rrrrr menyeienggara~an pengolahan pendataan, pemetaan dan 

penomoran keluarga; 

menyelenggarakan orientasi petugas pendataan keluarga; 

menyelenggarakan pencatatan pengumpulan dan pelayanan data 

~>enggata.<a" Pe-,yeras;ar; operas,or3 rsas pen<;atata~ dan 

pe;aporan pe'aya,>.an KBIKR car> KS/PK· 

merumusl<an. menetapkan penggunaan data keluarga; qqqqq 



Perempuan dan Keluarga Berencana: 

uuuuuu. menyelenggarakan Pengembangan Kemitraan dalam Pemberdayaan 

ssssss. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan 

Pemberdayaan Perempuan di Lini Lapangan: 

tttttt. mengoordinasikan Pemberdayaan lintas Sektor dan lintas Program: 

KIE serta Pemberdayaan Lin, Lapangan: 

rrrrrr. menyelenggarakan ldentifikasi dan Penyelesaian masalah Advokasi. 

Bhakti KB Kes Bhayangkara. TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak 

PKK-KBKes: 
- 

qqqqqq. mengoordinasikan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 

Program Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui Momentum. 
• 

KB Desa): 

000000. menyelenggarakan Advokasi. Komunikasi, lnformasi dan Edukasi 

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui 

Multi Media : Radio, Surat Kabar, Seni Tradisional, Elektonik. Media 

Luar Ruang; 

pppppp. menyelenggarakan Pemberdayaan Tenaga Lini Lapangan Program 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PKBIPLKB. Pos 

LSM: 

kualitas lnstitusi Masyarakat Pedesaan: 

mmmmmm. merumuskan, menetapkan sarana bagi kader lnstitusi Masyarakat 

Pedesaan: 

nnnnnn. merumuskan, menetapkan petunjuk teknis peningl<atan peran serta 

menye•enggarakan penyerasian klasffikasi pentahapan institusi 

masyarakat pedesaan; 

111111 merumuskan. menetapkan sasaran pengembangan dan peningl<atan 

kkkkkk. 

iliJjJ. menyelenggarakan pembinaan ke!embagaan dari institusi pefayain-*n 

KB/KS dan pemberdayaan perempuan, 

rnensnusxan meneiap-ran rT',.a:en p<()fT)OS; program Pernoerdayaan 

Perempuao KB aao Ke1aa,ga Se;ahtera 

mm. rnerurnuskan. mer.etapkan pengembangan isi pesan program 

Pemberdayaan Perempuan, KB dan Keluarga Sejahtera· 



ddddddd. menyampaikan laporan Keuangan Sadan Pemberdayaan Perernpuan 

dan Keluarga Berencana: 

eeeeeee. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang­ 

undangan yang belkaitan dengan lingkup rugas pada Sadan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas 

fffffff. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan 

Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada 

Badan Pemberdayaan Perernpuan dan Keluarga Berencana; 

daerah kabupaten yang ditugaspembantuan kepada pemenntah desa 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

bbbbbbb. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di 

hngkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana; 

ccccccc, mengamankan dan memelihara barang m!lik daerah yang berada 

• dalam penguasaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana; 

zzzzzz. 
program PP.KB dan Keluarga Sejahtera: 

menyelenggarakan promosi kelembagaan dan pembudayaan Norma 

Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera; 

aaaaaaa. menyiapkan ballan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan 

yyyyyy. 

WW'WWW'W. menqoordmasucan Peningkatan Peran serta masyarak.at dalam 

program Pemberdayaan Perempuan dan KB melatui momentum 

Bhakti KB Kes Bhayangkara. TNI Manungga KS Kes. Kesatuan Gerek 

PKK-KB-Kes dan Bhakti IBt: 

menyelenggarakan pembinaan Penyuluh KB: 

menyelenggaral<an penguatan kelembagaan can jaringan lnstitusi 
xxxxxx. 

p,ogram Pernberdayaan Perernpean dari keluarga Berencana 

(PKB/PLKB. Pos KB Desa), 



Sekretanat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan adminrstras, 
umum, keuangan dan kepegawaian sena perencanaan. evaluas, dan 
pelaporan: 

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan 
kepegawaian; 

c. pengendalian dan pembmaan administrasi umum, keuangan dan 
kepegawaian serta perencanaan. evaluas, dan pelaporan; 

d. pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

{4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan. 
a. Sub Bagian perencanaan; 

b. Sub Bagian keuangan; 

(2) 
(3) 

11) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas po1<ok 

memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalil<an 

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sena 
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pe!aporan. 
Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang-bidang. 

Oalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d1makS1Jd pada Aya! (1). 

Paragraf 2 

Sekretariat 
Pasaf 9 

kkkkk!<k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati. 

xetennran yang ber!aku· 

hhhhhhh membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesua, dengan 

pecoman dan ketentuan yang bertaku: 

1111;11 menilai hasil ketja bawahan secara beijenjang untuk bahan 

pengembangan karier; 

iillJjj menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada 

Bupati melalui Sektetaris Daeran; dan 

aga; pe.assanaan rugas caoat ceqa.an tancar sesuai dengan 

• 



g menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum. 
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pefaporan: 

h menyefenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum. 

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan: 
mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan 

kegiatan. evafuasi dan menganafisa data serta faporan hasil kegiatan: 
J mempefajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum. keuangan dan 
kepegawaian serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan: 

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum. keuangan dan 
• kepegawaian serta perencanaan. evaluasi dan pelaporan kepada atasan: 

melaksanakan penatausahaan keuangan atau ve,iftkasi yang berl<aitan dengan 
_ dokumen keuangan:. 

m. menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada 
atasan: 

n. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas dapat benatan lancar sesuai dengan ketentuan yang bellaku 
o. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembag,an 

tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; 

p. menifai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonltor dan 
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier, 

q. melaporxan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d1berikan oleh atasan 

e 
d 
c menyusun laporan akuntabittas kinerja badan: 

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya: 

menghimpun bahan-bahan LPPD tanuaan dan LPPO Hrna tahunan BaOan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada masing-masing bidang 
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPO lima tahunan Kabupa!en: 

f menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati, 

Sexretanat dalam menyelengga-akan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

cada Pasal 9 mempunyai ura.an tugas sebagai berikut : 
a merumuskan rencana Kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas· 
b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan ska!a pnoritas dan dana 

yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas: 

Pasal10 



Sub Sagian Perencanaan dipimpin oteh seorang Kepala mempunyai uraian tugas 
setragaf berikut : 

a. merencanakan keg,aian sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada 
Sadan: 

b. menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari 
masing-masing bidang; 

c. mengumpulkan bahan RPJPD. RPJMD dan RKPD Sadan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Serencana pada masing-masing bidang sebagai bahan 
penvusunan RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupaten; 

d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelassanaan 
Anggaran (DPA) pada Sadan; 

Pasal 12 • 

1, Sub Bag.an Perencanaan mempunya, tugas pokox merencanakan kegiatan. 

melassanakan membagi tvgas dan mengontroJ urusan perencanaan. evaluasi 
dan peiaporan yang me'iputi penghimpunan rencana program atau keg;.;..tan, 

evaluasi dan laporan can masing-masing bidang pada Sadan Kepesawa1an 

Daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana d,maksud pada Ayat (1). Sub 

Bag,an Perencanaan mempunyai fungsi : 
a. perencanaan kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan yang meliputi 

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari 

masing-masing bidang pada Sadan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Serencana ; 

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang me6puti 

penghimpunan rencana program dan kegiatan. evaluasi dan Japoran dari 
masing-masing bidang pada Sadan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana ; 

c. pembagian petaksanaan tugas perencanaan. evaluasi dan petaporan yang 

meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan. evaluasi dan Japoran 
dari masing-masing bidang pada Sadan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana · 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 



(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan. 
melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan 

pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 

Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

e me.ngh~ rr.-err::aduseras...,c,a""P dan mengo ar,- oerencanaan prograi:r. can 

keg,atar, dan mas,ng-mas<1g b·dang 

r meoghimpun can mengotah banan evaluas: program dan keg,atan Sadan; 
g mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana seoagai benan penyusunan 

LPPD tahunan dan LPPD lima iahunan kabupaten: 
h. mengumpulkan banan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupab 

Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Ketuarga Berencana ; 
menyusun bahan laporan akuntabilitas kineqa Badan sebagai bahan 

pertanggungjawaban kepada Bupati; 
I menghimpun, mengolah, menganalisa. dan menyajikan data hasil kegiatan m:;sing. 

mas,ng b.dang: 

K. menyusun rekapftulasi bidang-bidang Jingkup Badan dalam penyusunan laporan 
(. Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah danratau Provinsi; 

L menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah 
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesua, dengan 
lingkup tugasnya; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasaianan do lmgrop 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya: 
n. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan togas: 
o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

p. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 
sesuai dengan ketentuan yang bertaku: 

I q memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesua, 
dengan pedoman clan ketentuan yang beriaku. 

r, menilai hasil kerja bawahan dengan Jalan memonilor dan mengevaluas, hasil 
-·-kerjanya untuk bahari pengembangan karier: 

s. menyusun Japoran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 13 



Sub Bagian Keuangan d1p1mpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian tugas sebagai 
betikut. 

a menyusun rencana kerja administrasi keuangan Sadan; 

b. melaksanakan kegiatan adminlstrasi keuangan selaku Pejabat Penatairsahaan 
Keuangan di fingkup Sadan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampa,kan ofeh 
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 

d. meneliti kefengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan 

PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang dnetapkan sesuai dengan ke:entuan 
perundang-undangan yang d•ajukan oleh bendahara pengeluaran; 

e memverifikasi bukt~bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU; 
i. meneliti dan atau memvenfikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan 

ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening; 

membantu dan menyiapkan administrasi. penatausahaan keuangan di lingkungan 

Dinas sesuai di Lingkungan Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
menyiapkan SPM; 

melaksanakan pengelOlaan gaji dan tunjangan pegawai; 
melakukan verifikasi harian atas penenmaan; 

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas. 
akuntansi pengefuaran kas, akuntansi aset tezap dan axuntansi selain kas; 

I. menyusun laporan realisasi anggaran Badan sebap bulan dan triwulan; 

m. menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhtr tahun; 
n. menyusun catatan atas laporan keuangan; 

o. mengevaluasi pelaksanaan rugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup 
tugas serta mencari alternatil pemecahannya; 

p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraruran perundang-undangan yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

Q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

g. 

J 
h. 

i. 
j. 
k. 

.a perencarm.n lle'Qtatan adm'flotStta.Si l\euangan paaa Sadan Pemtt,er'dafaan 

PerE'Tipuan o.an Ke.J\.larga Berencana 
b oeiaxsanaan aermmstras, keuangan oaca Sadan Pemberdayaan Pe,empuan 

dan Keluarga Berencana ; 
c. pembagian pefaksanaan tugas administrasi keuangan pada Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana · 

d ps.aksanaan tugas fain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
Pasal14 



Sub Sagian Umum dan Kepegawa,an dipimpin oleh seorang Kepala, mempunya, uraian 
rugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian. kehumasan dan 

dokumemasi, perlengkapan. pernekalan dan keperluan alat tutis serta ruang 
perkantoran Sadan; 

b. melaksanakan ketatawarkatan Sadan meliputi pengaturan pengelolaan surat 
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan Jad\val kegiatan dinas dalam 
rangka kelancaran tugas: 

c. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Sadan: 

Pasal16 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan 

kegiatan, melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol urusan tata wal1<al 
kepegawaian. kehumasan dan dokumentasi. perlengkapan, perbekaian dan 

t. keperluan ala! tulis serta ruang perkantoran pada Sadan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana . 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebaga,mana dima"sud pada Ayat (1), Sub 
Sagian Umum dan Kepegawa,an mempunyai fungsi : 

a perencanaan kegiatan urusan tata warkat. kepegawaian. kehumasan dan 
dokumentasi. perlengkapan. perbekalan dan kepenuan atat tulis serta ruang 
perkantoran. 

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan 

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan kepertuan a!at tulis serta ruang 
perkantoran: 

c. pembagian pelaksanaan lugas urusan tata warkat. kepegawaian, 

kehumasan dan dckumentasi. penengkapan. perbeka!an dan kepertuan ala! 
tulis serta ruang peri<antoran: 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olen atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal15 

• membag, Wgas ,e~a bawar.a~ aga· pe;a,saoaan wgas dapa: beqa,an taoca: 
sesua denga-n )l;etef'ltuan yang bertaxu 

s memben pe~.n1ul< kepaoa bawahan agar pe!aksanaan tugas berjalan sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang certaku; 
menifai hasil keqa bawahan dengan jalan memon.itor dan meng~Juasi hssil 

keryanya untuk bahan pengernbangan kaoer: 
u menyusvn Japoran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

v melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 



pemerintah daerah; 

m pendistribusian perlengkapan dan keperiuan alat tuns kantor (ATK) pada Sadan· 
n. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Sadan; 

o menyusun bahan pengajuan pene!apan status untuk penguasaan dan 
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APSD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

p. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang mi!ik daerah yang berada 
dalam penguasaan Badan; 

q. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan OPRD dan barang milik oaerah 
selain tanah dan bangunan; 

t. melaksanakan urusan administrasi kepegawa,an lingkup Sadan meliputi layanan 
administrasi kenaikan panqkat, kenaikan gaji berkala (KGB). daftar unn 
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Katsu. 

tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pens,un. membuat usulan 

formas, pegawai, membuat usulan izin belajar membuat usulan izrn diklat. 
kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah. usulan pemberian penghargaan, 
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungs,onal. 

pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cu1i pegawai sesuar 

aturan yang bertaku. membuat konsep pembenan izin nikah dan cerai, membuat 
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan. membuat dan 
atau mengusulkan perpindahan atau mutas, pegawai sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 

J 

l. 

h 

g meJaksanakan penyusunan Dattar Kebutuhar, Barang fingkup Sadan; 

me!aksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, peme!iharaan atau 

penataan gedung kantor dan kepertuan alat tulis kantor (A TK) Sadan; 
melaksanakan penyusunan Daftar Barang Sadan menurut pengolongan dan 

koddi,asi barang. 
melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kanu lnventaris Sarang A. 

B. C, D. Edan F; 
metaasanakan dokumentasi kepemirikan barang selain kendaraan, tanah dan 
bangunan: 

t. L melaksanakan penyiapan bahan sensus batang milik daerah di Badan sebagai 

bahan penyusunan Buku lnventaris dan Buku lnduk lnventaris barang milik 

CS mengar~ is.!S rencar.a Ke0utuna11 pet1e1"'11Q.'lc.Pan can tteoertua11 a.a: iuL.s kam-or 
IATK) ke!Jutuhan pefleng~apan An< perbeka.an sena ruang Sadan, 

e menyusun Rencana Ket:>ubhan Sarang Sadan 
I menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Sarang Sadan; 



(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak dipimpin oleh seorang 

Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional. mengelola. 
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaJuasi dan metaporkan urusan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pd Ayat (1) • Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak mempunyai fungsi : 
a. perencanaan operasional urusan pembetdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 
b. pengelolaan urusan pembetdayaan perempuan dan per1irnlungan anak· 

c. pengendalian. evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Per1indungan Anak membawahkan : 

a. Sub Bidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan; 

b, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pertindungan Anak. 

s mengeo.a adTTll'\.'S:ras:1 pe!')a~nar a..nas ng<up Sada!"'!' 

t. mengeva uas peiaksanaan tugas clan meng,sventansas permasalanan di ~ngkup 
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya 

u mempela,an memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 
berkartan dengan b,dang !Ugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

v memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan: 
w membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 

sesuai dengan ketentuan yang bertaku; 
x memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesaai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 
y menilai hasil kerja bawahan dengan [alan memon~or dan mengevaluasi hasil 

kerjanya untuk bahan pengembangan karier. 
z. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan. 

Paragraf 3 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak 

Pasal17 



Btdang Pembereayaan Perempuan oan Perlmoungan Anak dalam menyelenggarakan 

tugas poxok dan fungs sebagaimana d;maksud pada Pasal 17. mempunyai uraian 

rugas sebaga' beni<ut 
a menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 
o menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang I\Jgasnya sebaga, 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 

d mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD hma tahunan bidang 

sebagai banan penyusunan LPPD tahunan dan LPPO lima tahunall KallUl)aten: 
e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati · 

t menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Per1mdungan 

Anak; 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pela'<sanaan 

Anggaran (DPA) Bidang Pemberdayaan Perempuan dart Perfindungan Analc 

h. metaksanakan penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga berdasan<an azas 

Penghormatan hak Azasi Manusia, Keadilan dan Kesetaraan Gender, Non 

Diskriminasi dan perfindungan Hukum; 

i. melaksanakan pengembangan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan: 

J. menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG 

kabupaten; 

k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG: 

I. melaksanakan Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme 

-puG pada Lembaga Pemerintah, PSW. Lembaga Penelnian dan Pengembangan. 

Lembaga Non Pemerintah, Forum Kualitas hidup perempuan (PKHP); 

m. menyelenggarakan koordinasi dan Fasilnasi Kebijakan. Program dan Kegiatan 

yang responsif Gender dengan SKPD terkait Organisasi Kemasyarakatan, LSM. 

Tokoh Agama, Organisas, Politik dan Organisasi profesi: 

n. membagi I\Jgas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 

o. melaksanakan analisis gender, perencanaan Anggaran yang Responsif Gender 

dan pengembangan Materi KIE PUG: 

p. melaksanakan Fasilitasi penyediaan data 1erpilah menuM jenis kelamin 

bekerjasama dengan BPS; 

PasaJ 18 



dalam kebijakan bidang pemerintahan, pendidikan. kesehatan, ekonomi, hukum. 

HAM, politik dan sosial budaya; 

l x. menye!enggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kuahtas hidup perempuan 

dalam bidang pendidikan kesehatan,ekonomi, hukum, HAM, politik dan sosial 

budaya; 

y. menyelenggarakan kebijakan tentang perlindungan perempuan terutama 

perlindungan terhadap kekerasan. tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut 

usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang 

terkena bencana; 

z. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kuatitas h,c!up perempuan 

dalarn bidang pendidikan,kesehatan,ekon<>mi. hukum dan HAM dan PolroK 

Lingkungan dan Sosial Budaya, 

aa. melaksanakan iasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosia, 

untuk mewujudkan KKG: 

bb. melaksanakan fasil~asi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan duma 

usaha untuk pelaksanaan PUG; 

cc. melaksanakan fasil~si pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga 

masyarakat dan dunia usaha untuk petaxsanaan PUG; 

dd. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender 

dengan merujuk pada kebijakan nasional: 

ee. melaksanakan analisis, pemanfaatan, penyebar1uasan dan pendokumentasian 

data terpilah menurut jenis kelamin, khusus petempuan; 

ff. membagi tugas pemantauan dan evatuast sena pelaporan pelaksanaan 

pendataan dan sistern informasi gender; 

v 

u 

t 

s 
t, melaksanakan Evaluas, Modal UP2K: 

menyelenggarakan Reward xepada kader Posyandu: 

merencanakan Bantuan Operasional rujukan di lokasi oesa siaga; 

merencanakan operasional Banruan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan: 

merencanakan operasional kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan 

yang terkait dengan b,clang pembangunan terutama bidang pendidikan 

kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, polltik dan sosial budaya; 
w. rnetaksanakan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan 

q mela,sana<a- PUG yang cer..a t dengan ood.Mg pe.,.,.oangvrar tenrtama c. ol(!ang 

pend!di..<an xesenazan. e-eonorn ru.xum 'r-i.AN, po ,tl8' oan sosial budaya. 



untuk mewujudkan per1indungan anak: 

nn. melaksanakan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi 1entang 

anak dengan mengacu pada kebijakan skata nasional: 

oo. melaksanakan analisis. pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian 

data terpilah menurut jenis kelamin tentang anak; 

pp. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain 

qq. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

urusan pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Per1indungan AnaK: 

rr. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

ss. menyusun pertanggungjawaban laporan kegia!an dan keuangan, 

ti. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

uu. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak: 

w. mempelajari. memahami dan menyelenggatakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

II 

kk 

fi. 
II melaksanakan fasilitasi rumah singgah bagi anak-anak korban kekerasan; 

menye!enggarakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan pes1indungan anak; 

melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia 

usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 

melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan janngan kerja lembaga 

masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan 

anak. 

mm. melaksanakan lasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial 

gg menyus..m caean-eanan penetaoan .<eb,ja<an daera~ untu' kes€,an:eraan clan 

perhndunga~ ana«. 

hh menyele099arakan peng,ntegras:an hak-hak anak dalam rangka kesejantetaan 

dan perlindungan anak; 

t. 



Sub Bidang Peningkatan Peran Orgamsasi Perempuan dipimpin oleh seorang Kepata, 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut . 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Peningkatan Peran 
Organisasi Perempuan. 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Peningkatan 
Peran Organisasi Perempuan; 

Pasal20 

(1) Sub Bidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok 

merencanakan kegialan. melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol urusan 
Peningkatan Peran Organisasi Perempuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) • Sub 
Bidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan, mempunyai lungs, : 

a. Perencanaan kegiatan urusan Peningkatan Peran Organisasi Perempuan; 
b. pelaksanaan urusan Peningkatan Peran Organisasi Perempuan; 

c. Pembag,an pelaksanaan tugas urusan Peningkatan Peran Organisasi 
Perempuan; dan 

d, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 19 

ww me~ ~,a..,, penga..asan '<'.:erna ct bng,ungan bodang Panre'<layaan 

Perempua~ Clan Per ndungan Ana,. 

xx memberkan saran dan pertmbanqan tekn.s b1Cang rugasnya kepada atasan. 

yy melaksanakan evaluasl rugas dan menginventarisasi permasalahan ling1<up 

tugasnya serta mencan alternalif pemecahannya· 

zz. membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesua, 

dengan ketentuan yang berlaku; 

aaa. memb1mbmg atau mernberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapet berjalan lancar. 

bbb. menilai hasll keqa bawahan secara berjenjang untuk oanan mengembangkan 

karier; 

ccc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

ddd. melaksanakan tugas kedinasan tamnya yang diberikan oleh atasan. 

• 



c :neoy,aP<la~ oa:ia~-t>at,an RPJPD aa~ RPJMO sesca b,dang ruga5"ya senaga, 

bahan peey, u ,wnan RPJPO dan RPJMD Kabupa:en. 

d mengumpu 1<3n bahan-ballan LPPO tahunan aan LPPO lima tahunan Sul> Bidang 

Peningkatan Peran Orqarusasi Perempuan sebagai bahan penyusunan LPPD 

tanenan dan LPPD l!ma tahunan Kabuparen: 

e menyiapkan banan-oahan LKPJ akhrr tahun dan akhir masa jabatan Bupati · 

t. mengh,mpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana 

kinerja (RENJA) Sub Bidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan: 

g menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sub Bidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan: 

h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegialan 

peningkatan peran organisasi perempuan: 

,. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan 

Peningkatan Peran Organisas, Perempuan: 

l menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan Peningkatan Peran 

Organisasi Perempuan; 

~. menginventansasi organisasi perempuan: 

menyiapkan konsep kebijakan, pedoman dan perunjuk teknis serta adm,nistrasi 

peningkatan peran organisasi perempuan: 

m. melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan perempuan; 

n. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan perempuan: 

o. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan perempuan; 

p. melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan perempuan, pengembangan 

sumber daya perempuan dan peningkatan hak-hak perempuan; 

q. melaksanakan pembinaan clan perlindungan tenaga kerja perempuan; 

r .rnelaksanakan xoordinasi dengan Sub Bidang lain; 

s. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bidang Pemngkatan Peran Organisasi Perempuan; 

t. menyusun bahan laporan akuntabilitas ketja: 

u. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan. 

v. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Pemngkatan 

Peran Organisasi Perempuan; 

w. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-<indangan 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang rugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan togas; 

• 



Sub Bidang Pengurus Utama Gender dan Pertindungan Anak dipimpin oleh seorang 
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana keg,atan dan anggaran Sub B!dang Pengarusutamaan Gender 
dan Penindungan Anak; 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang 
Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 
banan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 

Pasal 22 

(1) Sub Bidang Pengurus Utama Gender dan Per1indungan Anak mempunyai tugas 
pokok merencanakan kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol 
urusan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub 

Bidang Pengarusuiamaan Gender dan Perlindungan Anak, mempunya1 fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan 

Anak; 

b. pelaksanaan urusan Pengarusutamaan Gender dan Per1indungan Anak; 

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengarusutamaan Gender dan 
Perlindungan Anak: dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 21 

x, memtien<ari saa- can peri.moangar :e,u,s O<C1ang :ugasnya xeoaca atasan 

y. me.axsanakan e11a.uasi t'"'gas oan meng·nventansasi permasaanan di ling<up 

rugasnya serta mencari altema!Jf pernecanannya: 

z. memb-ag1 tugas kepada Oawahan untuk selancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 

aa.membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat beqatan tancar; 

bb mernlai hasil ke~a bawahan secara berjenjang umuk bahan mengembangkan kaner, 

cc melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

dd melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



melaksanakan PUG yang ten<ait dengan bidang pembangunan terutama d' bidang 
pendidikan. kesehatan. ekonomi. hokum dan HAM dan polilik anrara lain: 
(a) Evaluasi Modal UP2K; 

(b) Reward kepada kader Posyandu. 

(c) Bantuan Operasional rujukan di kolasi desa Siaga: dan 

r. 
q. 

• 
Agama. Organisasi Politik dan Organisasi profesr; 
melaksanakan Pemantauan dan evaluas, pelaksanaan PUG; 

metaxsanexan analisis gender. perencanaan Anggaran yang Responsif Cender. 
dan pengembangan Materi KIE PUG; 

s. melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin 
bexeqasama dengan BPS: 

d O"engumpif.l<an Ml'a~-oa:,ar LPPO .aounan aa" ~O -ma ia~ynan Sub B;C1ang 

"'.engarusutamaan Gender dan Pe~ ndungan Ana~ seoaaa. basan penyusunan 
LPPD tanura• dan L?PO lima tahunan Ka!lupa!en: 

e menyiapKan bahan-bahan LKPJ a!(h1r tahun dan akh,r masa jabatan Supati: 
f mengh1mpun dan mengumpulkan bahan rencane stratag;s (RENSTRA> d"n 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan 

Perfmdunqan Anak: 
g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (OPA) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pertindungan Anak: 
h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan perun1uk teknis penyelenggaraan kegiatan 

Pengarus Utamaan Gender dan Perhndungan Anax; 
,. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegratan 

Pengarus Utamaan Gender dan Perlindungan Anak; 
l- menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan Pengarus Utamaan 

Gender dan Perlindungan Anak; 

k. melaksanakan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beroasarlcan azas 

Penghormatan hak Azasi Manusia. Keaditan dan Kesetaraan Gender. Non 
Diskriminasi dan Pertindungan Anak: 

I. melaksanakan pengembangan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan; 

m. menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan daerah petaksanaan PUG 

kabupaten; 
n. metaksanakan Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG· 
o. melaksanakan Fasilitas, penguatan kelembagaan dan pengembangan mei<anisme 

PUG pada Lembaga Pemerintah, PSW. lembaga Penelitran dan Pengembangan. 

• Lembaga Non Pemerintah, Forum Kualitas hidup perempuan (PKHP): 
p. melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan. Program dan Kegiatan yang 

responsif Gender dengan SKPO terkait Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Tokoh 



gg. menyiapkan canan-bahan Penetapan kebijakan daeran untuk kesejahteraan dan 

perfindungan anak; 

hh. melaksanakan pengintegrasian hak·hak anak dalam jangka kesejahteraan dan 

per1indungan anak; 

11. melaksanakan Fasilitasi rumah singgah bagi anak-anak korban kekerasan: 

jj. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perfindungan anak; 

. 
data terpilah menurut jenis kelamin. khusus perempuan; 

ff. menyiapkan bahan-bahan Penetapan kebijakan kegiatan perlindungan anax: 

terhadap kekerasan. tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan 

penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena 

bencana; 

y. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam 

bidang pendidikan.kesehatan,ekonomi. hukum, HAM, PoMik dan SosiaJ Budaya; 

z. melaksanakan Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksaoakan rekayasa 

sosial untuk mewujudkan KKG; 

aa. melaksanakan Fasilitasi penguatan tembaga/organisas, masyarakat dan dunia 

usaha untuk pelaksanaan PUG; 

bb. melaksanakan Fasihtasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja tembaga 

masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG· 

cc. melaksanakan Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informas, gender 

dengan merujuk pada kebijakan nasional; 

dd. melaksanakan pengumpulan. pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan 

penyebartuasan sistem informas, gender; 

ee. melaksanakan Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumemasian 

v metaksanakan Pengintegrasi.an upaya peningkatan kualitas hjdup perempuan 

da!am kebijakan bidang pemerintahan. pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum 

dan HAM can Politik Lingkungan dan Sosial Budaya. 

melaksanakan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam 

bidang pendidikan. kesehatan,ekonomi, hukum dan HAM dan Polrtik dan Sosial 

Budaya; 

x. melaksanakan kebijakan tentang perlindungan perempuan terutama perfllldungan 

w. 

Cd I Mernben!...a-- Banruan Penioe'afltas.ari &.ira A<Sara Perempuan. 

u mela,sa:1al<an •.al>upaten pen,ng,atan Kua .taS hodup perempuan yang :erkail 
aengan oo<:ang pembangunan terutarna b dang pend1d1kan, xesehatan, ekonom,. 

hukum can HAM can Po11t.k lingkungan dan Sosial Budaya; 



U mela!tsaoa<an Fasij:tas1 pengembangan dan pengautan jaringan kerja lembaga 

masyaraka; dan dunia usaha unruk pelaksanaan kesejahteraan clan perlindungan 

anak 

mm. melaksanakan Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa 

sosial untuk mewujudkan perlindungan anak; 

nn. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain; 

oo. menghimpun, mengolah dan menganalisa dala serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; 

pp. menyusun bahan laporan akuntabilitas kel)a· 

qq. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan. 

rr. melaksanakan program pengawasan internal di fingkungan Sub Bldaog 

Pengarusutamaan Gender dan Pertindungan Anal<; 

ss. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perunclang-undaogan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebaga, pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

ti. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

uu. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisas1 permasalahan di lingi<up 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

w. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas seseei 

dengan ketentuan yang bertaku; 

ww. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar; 

xx. menilai hasil kerja bawahan secara beljenjang untuk bahan mengembangkan 
karier: 

w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 
zz. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

kl'i; rnel.a~na.Qf\ =ass...tasi penguatan ~gaorgan~s masyara<at can C:i..nia 

usana J.ntul( peia<Sana-an pen1n,gl(atari xesejahteraan dan pertindungan anak: 



. 
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPO lima tahunan b;dang 
sebagai bahan penyusunan LPPO tahunan dan LPPO lima tahunan Kabupaten; 

e. meny,apkan bahan-bahan LKPJ akhir iahun dan akhir masa jabatan Bupan ; 

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 
rencana kinerja (RENJAJ Bidang Keluarga Berencana; 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKAJ dan Ookumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Bidang Keluarga Berencana; 

n, melaksanakan fasilitasi jaminan persediaan alat kontrasepsi dalam 
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi: 

i. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan KB; 

Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23. mempunyai uraian tugas sebagai belikut : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Keluarga Berencana; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Keluarga 

Berencana; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 

(1) Bidang KeJuarga Berencana d1p[mp,n oleh seorang KepaJa dan mempunyaJ tugas 

pokok merencanakan operasional mengelola, mengoordinasikan, mengendalil<an, 
mengevaluasi dan melaporkan urusan keluarga berencana. 

(2) Oalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (a) 

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : 
a. perencanaan operasionat urusan keluarga berencana; 

b. pengelolaan urusan keluarga berencana: 

c, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana, dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang dibelikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Oalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketuarga Berencana. 
membawahkan . 

a. Sub. Bidang Promosi clan Penggerakan Keluarga Berencana; 
b. Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pna · 

Paragra"" 
S!C!ang Ko,~arga Berencana 

Pasal23 

Pasat 24 



t melaksanakan penjaminan xetersediaan sarana alat,obat dan cara kontrasepsi 
bagi psserta KB dari keluarga miskin; 

s. metaksanakan distribusi sarana, alat.obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB 
dari keluarga miskin; 

t. melaksanakan kemitraan dalam penyediaan alat dan obat kontrasepsi de,igan 
sektor swasta bagi keluarga yang menggunakan KB secara mandiri; 

u, melaksanakan pembmaan peserta KB mandiri yang dilayani pada jafur pelayanan 

Swasta baik Bidan Praktek Swasta ( BPS ) Clan Dokter Praktek &vasta (DBS ): 
v. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesenatan reproduks,. 

operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, 
penanggulangan niasalah kesenatan reproduksi serta kelangsungan hidup 
lbu,Bayi dan anak; 

w. menyusun banan-bahan penetapan pengembangan jaringan peJayanan KB dan 
kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit; 

x. menyusun baban-bahan penetapan perl<iraan sasaran pelayanan KB. saran 

perencanaan kehamilan. sasaran peningkatan partisipasi pna, sasaran 
Ummetneed, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. serta 
sasaran kelangsungan hidup tbu Bayi dan anak: 

p. 

o. 

n. 
m 

melaksanakan konsultasr penanggufangan masa!ah Keluarga Berencan.a dil'n 
Kesehatan reproduksi remaja: 
melaksanakan program infertilisasi bagi keluarga tidak punya kewrunan; 
melaksanakan fasililasi dan rujukan kasus kompl!kasi dan kegagalan pesena KB 

dalam penggunaan alat kontrasepsi; 
melaksanakan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi 

baik jalur pemerintah maupun swasta; 

menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan jamman dan pelayanan KB, 

peningkatan panisipasi pna penanggulangan masalah kesenatan reproduksi serta 
ketangsungan hidup lbu.Bayi dan anak: 

q. melaksanakan [armnan dan pelayanan KB. peningkatan partisipasi pria 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup lbu, 
Bayi dan anak; 

I 

J. mela~sa'1a,a~ petugas oe,r19.nubu"9 pe.a,.'a".an komraseps, ca, pet1.lgaS R/R 
Kl mac: 

I< mela<sana...an pengayoman Keluarga Berencana dan Petlindungan hak-hak 
reproduo<s. sena KRR, 



masverakat; 

li- menyiapkan bahan-1:iahan penetapan pelkiraan sasaran pelayanan pencegahan 

HIV/AIDS.IMS. dan bahaya Napza; 

kk. menyelenggarakan dukungan operasional KRR pencegahan HIV/AIDS,IMS can 
bahaya NAPZA; 

II. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempa: 
pelayanan KRR tennasuk pencegahan HIV/AIDS.IMS dan bahaya NAPZA; 

mm. menyelenggarakan kemittaan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ADS. 

IMS dan bahaya NAPZA: 

nn. menyusun bahan-bahan peoetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk 

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ba,k antara sektor pemenntah 
maupun LSM; 

pe!ayanan kontrasepsi; 

dd. menyelenggarakan orientasi petugas dan pengelola program KB di tingkai 

kecamatan dan desa: 

ee. melaksanakan kerjasama dengan nm penjaga mutu pelayanan dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 

if melaksanakan fasilitasi pelayanan kontrasepsi secara terpusat melalui momentum 

Bhakti 181, KB-Kes Bhayangkara. TNI Manunggal KB Kes, dan Kesatan gerak 
PKK-KB-Kesehatan· 

gg. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ayoman peserta ,<s_ 
perlindungan hak-hak reproduksi dan penanggulangan masalah reproduksi serta 

kesehatan lbu dan anak, serta KRR; 

hh. melaksanakan pembinaan Pusat tnformasi Kesehatan Reproduksi Remaia· 

~ ii. meny,apkan bahan-bahan peoetapan kebijakan pengelolaan Pela<sanaan 
Pembinaan Keseha'.an Reproduksi Rema}a di lingkungan sekolah, kefuarga dan 

cc 

y rneia"o$8r..a«:Y pa'1"',erasran da., pene~~ Jr-4Bna sena i<e..aya,can re...,.p.at 

oe.a-yanan KE can kesenatan reproauKSI, pen ngt<a:an panis,pas! pr'a 
penangg..,aogan rnasa ah sesenatan reprodoks, serta keJangs,ingan kesehalan 

.ou bat ean anak. 
z. meaxsenakan penyediaan sarana dan pra sara.na pelayanan kontr,,seps; mantap 

dan kontraseps, jangka panjang yang lebih terjangkau, rasional dan e:ektif. efisien, 

aa. metaksanaxan inform consent dan inform choice terhadap peserta KB dalam 

penggunaan ala! komraseosi; 
menyelenggarakan pelatJhan Tenaga Administrasi kfinil< KB/petugas kllnil< KB 

dalam rangka pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kontrasepst 

melaksanakan fasilitasi peningkatan keterampilan tenaga tekrns medis (dokter 

maupun bidan) melalui pendldikan dan pelatihan guna pemngkatan kuarnas 

bb. 



(1) Sub. Bidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan. membagi tugas dan mengomrol 
urusan Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana. 

oo "'""''<Sa"13Aan ;,emae'aa:an SDM pe.'>gelola pe,,geoa pendod.< seoaya clan 

l<or,selo, seeava t<RR termasuk oe,,ceganan iifV/AJOS.IMS. clan bahaya Napza 
t:>aJ< antara seJ<tor pemerintah maupun LSM. 

pp manye,enggarakan Pusat lnformasi dan KonsuHasi (PIK} KRR di sekolah dan 

masvarasat 
qq mengendal,kan dan mengevaluasi urusan Keluarga Berencana· 

rr menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain 

ss. menghimpun. mengolah dan menganahsa data sena penyajian data hasil kegiatan 

urusan pelayanan Bidang Keluarga Berencana; 

n. menyusun bahan laporan akuntabilijas kerja Bidang Keluarga Berencana: 

uu menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 
w. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Keluarga Berencana: 

ww melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di 6ngkup Bidang 
Keluarga Berencana; 

xx. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang.undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Keluarga Berencana· 

yy. melaksanakan program pengawasan internal di l1ngkungan bidang Kelcarga 
Berencana: 

zz. memoerikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

aaa. melaksanakan evaluasi rugas dan menginventansasi permasalahan lingKup 
tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

bbb. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang berfaku; 

ccc. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar; 

ddd. menilai hasil ketja bawahan secara berjen1ang untuk bahan mengembangkan 
karier 

eee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
fff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

• 
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Sub Bidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang 
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut. 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Promosi dan Penggerakan 
Keluarga Berencana; 

b menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kelja Sub Bidang Prornosi dan 
Penggerakan Keluarga Berencana; 

c menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebaga· 
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMO Kabupaten: 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD ITma tahunan Sub Bidang 

Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana sebagai bahan penyusunan 
LPPD tahunan dan LPPO lima tahunan Kabupa,en: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabaran Bupati; 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinetja (RENJA) Sub Bidang Promosi dan Penggerakan Kel~arga 
Berencana: 

g. "menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Sub Bidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana: 

h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 
Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana; 

i. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan keg,aran 
Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana; 

J. menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan keg,atan Promosi dan 
Penggerakan Keluarga Berencana· 

k. menyusun bahan-bahan pe;unjuk T eknis Advokasi. Komunikasi lnfonnasi dan 
Edukasi serta Penggerakan lini lapangan. 

2) Untu< l!'e.;,.sana&an '."1,as poke,. sebaga """".a dma<sud paca A)a· , S..b 

B>dang Pr== da· Pe099eraKan Keiuarsa Bereneana mempunyai r-,ngsi. 

a Perencanaa~ keg.a'.an urusan Promos, dan Penggerakan Keluarga 
Berencana 

b. pelaksanaan urusan Promosi dan Pen,ggera.k:an Ketuarga Berencana; 

c Pembag,an pelaksanaan tugas urusan Promosi dan Penggerakan Keluarga 

Berencana, dan 
d. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

iungsinya. 
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lapangan; 

s. menyusun bahan-bahan penetapan materi prornosi Program Pemberdayaan 
Perempuan, KB dan Keluarga Sejahtera; 

t. menyusun bahan-bahan penetapan materi Penyelenggaraan Advokasi. KIE dan 

konseling program Pemberoayaan Perempuan dan KB; 
u. menyusun bahan-bahan penetapan materi promosi program Pemberdayaan 

Perempuan. KB dan Keluarga Sejahtera; 

v. menyusun bahan-bahan penetapan pengembangan isi pesan program 

Pemberdayaan Perempuan, KB dan Keluarga Sejahtera; 
w. melaksanakan Advokasi. Komunikasi, lnformasi dan Edukasf Program 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Multi Media . Radio, 
Surat Kabar. Seni Tradisional. Elektone. Media Luar Ruang. 

x. melaksanakan Pemberdayaan Tenaga Lini Lapangan Program Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana ( PKB/PLKB, Pas KB Oesa ); 

y. melaksanakan koordinast Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Program 

Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui Momentum : Bha.'<!i KB Kes 

Bhayangkara, TNI Manunggal KB Kes Kesatuan Gerak PKK-KB Kes: 

z. melaksanakan ldentifikasi dan Penyelesaian masalah Advokasi, KIE serta 

Pemberdayaan Lini Lapangan; 

aa. melaksanakan sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Pemberdayaan 

Perempuan d1 Uni Lapangan; 

bb melaksanakan Pemberdayaan tenaga Jini lapangan dalam program Pemberdayaan 

Perempuan dan keluarga Berencana (PKB/PLKB. Pas KB Desa); 

q. 

p 

0 

n 
m. 

menyus..m oa.'"!ar4:)aJ',a"' pe-r1yiApa1; rencana ,:egia:tan Ad~1. KlE can 
Pe-nggera10t1 _J(': Laoangan 
me1a,sara<an pengembangan can pemi~kan media advokasi dan KIE; 

meiaxsaoakan pengembansan dan pengadaan sarana media komunil<asi 
(MUPEN NPC, sarana komunicasl lainnya ): 
melaksanakan identifikasi dan penyelesaian masalah advOl<asi, KIE serta 

penggerakan lini lapangan; 
melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana di lini lapangan; 
melaksanakan pengembangan kemitraan dalam Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana, 

r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi, KIE dan pergeta,<an lini 

L 



cc mela~'"tatta':'l kocwd r.asi ?e'llng1to.an Peran sena masyara-rat caam program 

Pemberllayaa'l Perempuan can KB mela;u mo,•1emum Bnakb KB Kes Bhayangi<ara 

TNI Manunggai KB Kes Kesatuan Gerak PKK·KB-Kes dan Bhakb 181: 

dd metaksanaxan pembmaan Penyuluh KB; 

ee melaksanakan peng1Jatan kelembagaan dan janngan lnstitusi program PP, KB dan 

Keluarga Sejahtera; 

if melaksanakan promosi kelembagaan dan pembudayaan Nonna Keluarga Kecd 

Bahagia dan Sejahtera; 

gg. melaksanakan monitoring dan evaluasl kegiatan advokasi. KIE dan Penggerakan 

Lmi lapangan; 

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain; 

menghimpun. mengolah dan menganahsa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana· 

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Promosi 

dan Penggerakan Keluarga Berencana. 

mm. mempelajari. memahaml dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang bsrkaitan dengan bidang tugasnya sebagal peooman 

dalam pelaksanaan tugas: 

nn. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan 

oo. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di longkup 
tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

pp. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang bertaku; 

qq. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar; 

tr. menilai hasil kerja bawahan secara beqenJang unruk bahan mengembang><an 
karier: 

ss. melaporbn hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan: 
It. melaksanakan tugas kedinasan laitmya yang diberikan oleh atasan. 

hh. 

ii 
J 

fj 

kk. 

IL 



Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pna dip,mpin oleh 
seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut · 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Sidang Kesehatan Reproduks, 
Remaja dan Partisipasi Peran Pria: 

b. meny,apkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bioang Kesehatan 
Reproduksi Remaja dan Parbs,pasi Peran Pria; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai Oidang tugasnya sebagai 
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 

d mengumpulkan baban-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang 

Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria sebagai oanan 
penyusunan LPPO tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati. 

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan 
Partisipasi Peran Pria: 

9. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Petaxsanaan 

Anggaran (DPA) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pallisipasi 
Peran Pria; 

Pasaf 28 

( 1) Sub Bioa~g Kesehatan ReproduKsi Remaja dan Partisipasi Peran Pria 

mempw,ya tugas pokok merencanakan kegiatan. mela'<sanakan membagi tugas 
dan mengomrol urusan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran PM 

(2) Untu< melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub 
Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria mempunyai 

fungsi: 
a. Perencanaan kegiatan urusan Kesehatan Reproduks, Remaja dan 

Partisipasi Peran Pria: 
b pelaksanaan urusan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran 

Pria; 

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Kesehatan Reproduksi RemaJa dan 
Partisipasi Peran Pria· dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang d1berikan olen atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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o memanfaatkan tenaga SOM pengelola. pendidik sebaya dan konselor sebaya 
untuk kegiatan KRR, pencegahan HIV/AIDS. IMS dan bahaya NAPZA melalui 
kelompok PIK KRR; 

p. melaksanakan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan 

seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AJDS dan IMS: 
q, melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender terutama panisipasi KB Pna 

dalam pelayanan KS dan Kesehatan Reproduksi; 

r melaksanakan pembinaan dan fasmtasi upaya peningkatan partisipasi peran pria 
dalam program KS: 

s. melaksanakan pembentukan paguyuban peserta KB Pria: 

l. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain: 

u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasU kegiatan 

Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria; 

v. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

w. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

x. melaksanakan program pengawasan internal di fingkungan Sub Sidang Kesehatan 

Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria; 

y. mempelajan. memahami dan melaksanakan peraturan perundang·undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkartan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

z. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

m. 
antara pemerintah dan LSOM; 
menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan KRR, pencegatlan HIV/Al05, IM5 
dan bahaya NAPZA; 

n. membentuk kelompok kegiatan PIK KRR; 

I. 

h TT'eny accan :,a.1n-oahan penvi,sur.an pe:un,,.,.< -evn s.pe,,ye,enggaraan ,egiatan 

Kes.ehatan ReprOOu<S Rema,a can Parns.pas, Peran Pna 

meny,apKan eanan-eanan penyusunan rencana penyelenggaraan kegialan 
Kesenatan ReproduKs, Remaia dan Partisipasi Peran Pna; 
menVJapkan bahan-canan penetapan kebiJakan kegi.atan Kesehatan Reproduk$i 

Remaja dan Partisipasi Peran Pria; 
menyusun perkiraan sasaran, ktiteria kelayakan tempat pelayanan. l)(!Oritas 
kegiatan dan melaksanakan teknis operasional KRR. pencegahan HIV/AIDS. IMS 

dan bahaya NAPZA; 
melaksanakan kemitraan KRR. pencegahan HIV/AJOS. IMS dan bahaya NAPZA 

k. 



Bidang Keluarga Sejahtera dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 mempunya, uraian tugas sebagai berikut. 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Keluarga Sejahtera; 

(1) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepa:a dan mempunyai tugas 
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan. mengenoalikan, 
mengevaluasi dan melaporkan urusan keluarga sejahtera. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 
Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : 

a. perencanaan operasional urusan keluarga sejahtera: 
b. pengelolaan urusan keluarga sejahtera: 

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan ketuarga sejahtera· dan 

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Sejahtera 
membawahkan : 

a. Sub. Bidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejateraan Keluarga: 
b. Sub. Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi. 

Paragraf 5 
Bidang Keluarga Sejahtera 

Pasal29 

aa meiai(sanaA.311 e'i'chvaSi tugas oan me.r.gil-rvemansas, oermasa an.an d1 hogki.JP 

tugasnya se-ta rr,encari attema:if pemecahannya· 

bb membag. rugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentesn yang berlal<u; 

cc. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat beqatan lancar; 

dd. menitai nasil kerja bawahan secara betjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier: 

ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 
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h menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan program ketahanan 
keluarga dalam BKB, BKR dan BKL serta UPPKS: 

I. melaksanakan 8 (de!apan) fungsi keluarga da!am Keluarga Balita, Ketuarga 
Remaja dan Keluarga Lans1a· 

J. melaksanakan pembinaan Kelembagaan BKB. BKB Kemas, BKR BKL dan 
UPPKS: 

k. melaksanakan penyediaan fasilitas petaksanaan kegiatan BKB, BKB Kemas BKR. 
BKL dan UPPKS: 

I. melaksanakan analisis cakupan hasil kegiatan BKB,BKB Kemas, BKR dan BKL 
dan UPPKS; 

m. menyusun bahan-bahan penetapan pengembangan program ketahanan keluarga 
dalarn BKB, BKR dan BKL dan UPPKS: 

n. menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan keluarga dalam SKB, SKB 
Kemas. BKR dan BKL dan UPPKS; 

o. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengemoangan kegiatan 
ketahanan keluarga dalam BKB,Bina Kesiapan masuk sekolah BKR dan BKL dan 
UPPKS; 

p. menyusun bahan-bahan penetapan sasaran BKB, BKB Kemas, BKR dan BKL dan 
UPP KS; 

q. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan keluarga mefalui BKB BKB 
Kemas, BKR dan BKL dan UPPKS: 

r. melaksanakan pembinaan Kualitas Ungkungan Keluarga; 

s. mefaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketahanan keluarga 
melafui BKB, BKB Kemas. BKR dan BKL dan UPPKS: 

I. mefaksanakan penyerasian kriteria usaha ekonomi mikro keluarga dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan keluarga; 

f 
e. 

d 

c. 

mel"J'Yrao-.an :.al"'i.a.ri re--:cana stra:eglS dar re!lCana keqa Btdaog Keiua<ga 

Seja.~ 
menyia;,,,an canan-oahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 
bahao penyusunan RPJPD can RPJMD Kabupaten. 
mengumpulkan banan-banen LPPD tahunan dan LPPO hma tahunan b«lang 

sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten: 

meny,apkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati 
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strareqis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang Keluarga Sejahtera; 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Bidang Keluarga Sejahtera; 

b 



kk. menyusun bahan-bahan penetapan skim kred~ bagi usana ekonomi rrukro 

keluarga melalui kelompok UPPKS; 

11. menyusun bahan-bahan penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan 

anggota kelompok UPPKS; 

mm menyusun bahan-oahan penetapan pengembangan kelompok UPPKS. temu mitra 

usaha ekonomi mikro pedesaan; 

hh. melaksanakan rnomtcrinq dan evaluasi kegiatan Pembinaan Ekonom, Mikro 

Keluarga; 

ii. melaksanakan Penyerasian kriteria usaha ekonorm mikro Reluarga dalam upaya 

peningkatan kesejahte<aan keluarga: 

ii menyusun banan-bahan penetapan syarat - syarat pembentukan kelompok 

UPPKS; 

..; menyusun ba}'l . .a-rOM!an pene:aoal"'" syaraz-syara; pemoentukan ~e:1omoo1t 

UPP;($ 

v menyusu, bansn-baban penetapan s!tim kred~ bag, usaha ekonomi mikro 

Ke.uarga melahn kelompok UPPi<S. 
w menyusun bahan-bahan penetapan krileria daJ.am pengembangan keterampilan 

anggota ke'ompok UPPKS; 
x. menyusun bahan-bahan penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra 

usaha ekonomi mikro pedesaan; 
y. menyusun bahan-bahan penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha 

pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS: 

z. melaksanakan Pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kelompok UPPKS dalam 
bidang keterampilan, permodalan dan pemasaran: 

aa. melaksanakan analisis cakupan hasil kegiatan Pembinaan Ekonomi Mikro Keklarga· 
bb. rnetaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Pembinaan Ekonomi Mikro Keluarga· 

cc melaksanakan Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, 
kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Seiahtera dan Ke:uarga 

Sejahtera I dalam kelompok UPPKS; 
dd. melaksanakan pendampingan magang bagi para kader/anggota kelompoK UPPKS: 

ee. melaksanakan kemitraan untuk aksesibihtas permodalan. teknologi dan 
manajemen serta pemasaran guna peningkatan kelompok UPPKS; 

If. melaksanakan promosi hasil produks' i<elompok UPPKS dalam berbaga' 

momentum gelar dagang d1 tingkat kabupaten: 

gg. melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok UPPKS dan asos.asi kelompok 

UPPKS; 



vv. menyelenggarakan koordinas, dengan bidang Jain 

ww. menghimpun, mengolah dan menganal1sa data serta penyajian data hasi kegiatan 

urusan pelayanan Bidang Keluarga Sejahtera· 

xx. menyusun bahan laporan akuntabilitas «erja Bidang Keluarga Sejahtera: 

yy menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

22. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup B:dang Keluarga Sejahtera; 

aaa. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang 

Keluarga Sejahtera;. 

bbb. mempelajari. memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Keluarga Sejahtera; 

ccc. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan btdang Keluarga 

Sejahtera; 

ddd. memberikan saran dan pertimbangan teknls bidang rugasnya kepada arasan; 

eee. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya: 

fff. membagi tugas kepada bawahan un!uk kelancaran peiaksanaan tugas sesuai 

dengan kerentuan yang bertaku; 

ss, melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknolog, dan 

manajemen serta pemasaran guna penmgkatan kelompok UPPKS; 

ti. melaksanakan promcsi hasil produksi kelompok UPPKS dalam berbagai 

momenrum gelar dagang di tingkat kabupaten; 

uu. melaksanakan pembmaan kelembagaan kelompok UPPKS dan asosiasi kelompok 

UPP KS; 

Keluarga. 

qq. menyelenggarakan pembinaan teknis pemngkatan pengetahuan, keterampGan. 

kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan KeJuarga 

Sejahtera I dalam kelompok UPPKS; 

rr melaksanakan pendampingan magang bagi para kader/ anggota kelompok 

UPPKS; 

metaksanakan analisis cakupan hasil kegiatan Pembinaan Ekonomi Mikro pp 

M menyuwn ca·a,,.oanan l)el'erapan tl€nru< o,rrJJmga:- penge Ola mooa usana 

~ • .ramas produk dan pemasaran has, UPPKS· 

oo me")e~arakan pemberdayaan ekonomi keluarga dalarn kelompok UPPKS 

dalam b;dang keterampilan, permodalan dan pemasaran. 



Sub Bidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejateraan Keluarga dipimpin oleh seorang 
Kepala, mempunyai uraian rugas sebagai berikut. 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ketahanan dan 
Peningkatan Kesejah!eraan Keluarga; 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana ketja Sub Bidang Ketahanan 
dan Peningkatan Kesejateraan Keluarga; 

c menylapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 
bahan penyusunan RPJPO dan RPJMO Kabupaten- 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPO tahunan dan LPPO lima tahunan Sub Bidang 

Ketahanan dan Penmgkatan Kesejateraan Keluarga sebagai bahan penyusunan 
LPPO tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Supati · 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinesja (RENJA) Sub Bidang Ketahanan dan Pemngkatan Kesejahteraan 
Keluarga: 

Pasal32 

(1) Sub. Bidang Ketahanan dan Peningkalan Kesejateraan Keluarga mempunyai 

tugas pokok merencanakan kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan 

mengonttol urusan Ketahanan dan Peningkatan Kesejateraan Keluarga. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebaga,mana dimaksud pada Ayat (1), Sub 

Sidang Ketahanan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungSJ · 

a. Perencanaan kegiatan urusan Ketahanan dan Peningkatan Kesejateraan 
Keluarga; 

b. pelaksanaan urusan Ketahanan dan Peningkatan Kesejateraan Keluarga· 

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketahanan dan Peningkatan 
Kesejateraan Keluarga· dan 

d. pelaksanaan tugas fain yang diberikan oleh atasan sesuai de11Qan tugas dan 
fungsinya. 

ggg memt>rr:.oll)Q 3ta- ....,.embef'J(a'"t pen,mJu~ kepaaa oa ..... anan agar oelaksanaan tugas 

dapai beI)a.a~ .a"Car 

hhh mer-ta nas ~eqa bawahan secara betjenjang untuk bahan mengembangkan 

kaner 

-u. metaporsan hasif pe.aksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 

jjj. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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9 rrengn "lpt..1'1 fle,-,eana Keg:atan Anggaran .RKA, dsn Do,u,,..en Pe,aksa,,aan 
Angga'all (O?A Sub Bidang Ketananan dan Pen.ngkatan Kesejalneraan 
KeJua'ga 

h meny,.apkan bahan-bahan penyusunan petunjuk texnts dan rencana 
penyetenggaraan kegiatan Ketahanan dan Penjngkatan J<ese1ahteraan t<el~rga 

J. menetapkan sasaran, me,,yelenggarakan keg1a1an, menyiapkan dukungan dan 
melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) 

dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 

1. menyelenggarakan pembmaan dan pelatihan bag, kader pasilitator pelaksana 

kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina 
Keluarga Lansia (BKL); 

k. menyusun kritena poogembangan ketahanan can peningkatan Kesejateraan 
Keluarga: 

I. membentuk model-model kegiatan ketahanan dan peningkatan Kesejateraan 
Keluarga; 

m. menyiapkan petunjuk pelaksanaan pengembangan ekonomi keluarga dan 

peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera· 

n. menyiapkan materi penyuluhan dan pembinaan kegiatan ekonomi keluarga dalam 

peningkatan Kesejateraan Keluarga· 

o. melaksanakan pendampinganlmagang bagi kader anggota kelompok UPPKS dan 

UP2K dalam upaya men,ngkatkan kualitas .ngkungan keluarga dan peningkatan 

Kesejateraan Keluarga: 

p. mempasilitasi/melaksanakan kemnraan dengan pihak swasta maupun pemerintah 

dalam upaya meningkatkan kuamas, kcantaas, pernasaran. permodalan dan 

sertifikasi produk UPPKS dan UPPKA: 

q. mengusahakan dukungan sarana dan prasarana kegia:an ketahanan dan 

peningkatan Kesejateraan Keluarga. 

r melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lam: 

s. menghimpun, mengo!ah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejateraan Ke!uarga; 

t. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

u. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

v. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Ketahanan 

dan Peningkatan Kesejateraan Keluarga; 



Sub Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi dipimpm oleh seorang Kepata. 

mempunyai uraian tugas sabagai berikut : 

a menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pembinaan Keluarga dan 
lnstitusi: 

(1) Sub. Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi mempunyai tugas pokol< 

merencanakan keg,atan. melaksanakan. mernbagi rugas dan mengontrol urusan 
Pembinaan Keluarga dan lnstsusi. 

(2) Untuk melaksanakan rugas pokoi< seoaqasnar-a dimaksud pada ayat (1). Sub 

Bidang Pembinaan Keluarga dan tnstnus' mempunyai fungsi. 

a. Perencanaan kegiatan urusan Pembinaan Keluarga dan lnstitusi: 

b. pelaksanaan urusan Pembinaan Keluarga dan lnstitusi: 

c Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pembinaan Keluarga dan lnstrtusi: 
dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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Pasa133 

cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

dd. melaksanakan tugas kedmasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

dengan ketentuan yang berlaku. 

aa. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksan:i:in tug:i~ 
dapat berjalan tancar: 

ob menilai hasil kerja bawahan secara be,jenjang untuk bahan mengembangkan 

karier: 

y 

x. membenkan saran clan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

melaksanakan evaluasi rugas dan menginventarisasi permasaianan di 6ngk\Jp 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya: 

z. membagi tugas kepada bawahan untuk ke!ancaran pelaksanaan tugas sesuai 

n mempe~_.an. rnemaham,. dan mela.e(San.a!tan peraturan pef\.Jndang·unda,gar 

•eteetuan-,e1crtwan yang berka.tan dengan o.oang tugasnya sebagai pedoman 

daiam pela<Sanaan tugas: 



q, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi; 

r. menyusun bahan laporan akuntabifltas keqa· 

0. melaksanakan pertemuan secara berkala dengan IMP/I.SOM datam rangka 

evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga dan program KB; 

p. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bldang lain; 

c meP.y,ap<an eanan-bahan R."JPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebaqai 

bahan penyusunan RPJPD oan RPJMO Kabupaten: 
d. mengumpulkan bahan-1:>ahan LPPO tahunan dan LPPD !Ima tahunan Sub Bidang 

Pembinaan Keluarga dan lns1itus1 sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan 

LPPO lima tahunan Kabupaten; 
e menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis {RENSTRA) dan 

rencana k1netja (RENJA) Sub Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi· 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokume,, Pelaksanaan 

Anggaran (OPA) Sub Bidang Pembinaan Keluarga dan lnstitusi: 
h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis dan rencana 

penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Keluarga dan lnstitusi; 

1. menyiapkan data, konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 

administrasi dalam pembinaan keluarga dan pengembangan peran mstitusi 

masyarakar pedesaan dalam pemberdayaan keluarga dan program KB: 

j. penggerakan mstitusi masyarakai dalam pemberdayaan keluarga dan program KB 

datarn rangka kemandirian; 

k. menginventarisasi dan menetapkan sasaran IMP/I.SOM sebaga, mitra kelja 

dalam pemberdayaan keluarga dan program KS: 

I. melaksanakan penge!olaan personil dalam mendukung pemberdayaan keluarga 

dan program KB termasuk 1ajaran medis ,eknis. tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; 

m. menyiapkan dukungan operasional IMP/I.SOM dalam pemberdayaan keluarga 

dan program KB; 

n. melaksanakan pembinaan tekms kepada IMP/LSOM dalam pembe<dayaan 

keluarga dan program KB: 

b menyiackarl e.a:- .ar rencana strateg,s dan rencana xeqa Sub 81Cang Pembinaan 

Ke.uarga can ~· ..... .s .. 



(1) Bidang lnformasi dan Anal is is dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai 

tugas pokok merencanakan operasional, mengelola. mengoordinasil<an. 

mengendalikan. mengevaluasi dan melaporkan urusan bidang informasi dan 

analisis. 
(2) Untuk mefaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang 

lnformasi dan Analisrs, mempunyai fungsi : 

a. psrencanaan operasional urusan iniormasi dan anausls; 
b. pengelolaan urusan informasi dan anansrs: 

c. pengendalian. evaluas, dan pelaporan urusan informasi dan analisis: dan 

d. pelaksanaan tuqas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pa;agraf 6 
Bidang Infcrmasi dan Analisis 
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.. 

dengan ketentuan yang berlaku: 

y. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pefaksanaan rugas 

dapat beqalan lancar: 

z. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier: 

aa. melapotkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasarr 

bb. melaksanakan !ugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan . 

w. 

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

metaksanakan evaluasi !ugas dan menginventarisasi permasalahan di fingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya: 

x. membagl tugas kepada bawahan un!\Jk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

Pernomaao Keiu-arga dan lnsutus': 

u mempe:ajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pecoman 

dalam pelaksanaan !\Jgas: 

s. rr,enyusu.'I pena-.gg_"!l)"waoan .apo,an keg.a:an dan keua-gan 

t meia<Sana<an orogram oengawasan mtema: d; fingkungan Sub Bidang 



. 
k. menyusun bahan-bahan penetapan kebijakan aeg,a:an program ketahanan 

ke!uarga dalam BKB. BKR dan BKL serta UPPKS 

I. menyelengga'llkan pengelolaan informasi dan data demografi. KB dan kefuarga. 
m. menyelenggarakan pendataan keluarga. 

n. menyelenggarakan penyerasian indikator keluarga sejantera: 
o. menyiapkan bahan-bahan penetapan hasil klasifikasi dan propel kefuarga 

seJahte,a: 

p. menyelenggarakan pengolahan informasi dan data demograti. KB dan keluarga; 

q. menyelenggarakan penyerasian operasionalisasi pencatatan dan pelaporan 
pelayanan KB/KR dan KS/PK; 

r. menyiapkan bahan-bahan penetapan penggunaan data keluarga· 

Bidang lnfonnasi dan Analisis dalam menyelenggarakan ltlgas pokok dan fwlgs, 

sebagaimana dirnaksud pada pasal 35. mempunyai uraian tugas sebagai benku:. 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang lnformasi dan Analisis; 

b. meny,apkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bida11g lnfoonasi dan 
Analisis: 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesua, bidang lugasnya sebagai 
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 

d. mengumpulkan oahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang 
sebagai bahan penyusunan LPPD tanunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan banan-oahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabaian Bupati. 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bidang tnformas! dan Analisis; 

g. mengh'mpun Rencana Kegiaian Anggatan (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Bidang lnformas, dan Analisis· 

h. menyusun bahan-bahan peti.,nJuk :eknis dan rencana oenyelenggaraan kegiatan 
Sub Bidang keluarga Sejah:era; 

,. menyusun bahan-bahan penyiapan petuniuk tekn.s penye.enggaraan kegiatan 
Ketahanan Keluarga dan Ekonomi M1kro Keluarga 

j. menyusun bahan-t>ahan penyusunan rencana keg,a:an Ke.aoaoao Keluarga dan 
Ekonomi mikro keluarga; 
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(3l Oa.am irenyeengga'a<an togas po«>< can lungs. 81da'1Q lrformasi dan AnaJlsis. 
memoawah~,, 
a Sub Bioang Pendataan dan Anafisis; 
b Sub Bidang Evaluas1 dan Pelaporan. 



s rT"..en~e.engga"aAa.ri- peng0iaha,... peodataa('t pemetaan. dan penomoran keJuarga; 

L menye.enggara<an onentasi petugas pendataan ke,uarga· 

u menye.enggarakan pencatatan dan pengumpuJan data. 
v menyusun banan-bahan hasil Analisa Pengolahan Pendataan dan Analisis; 

w. rnenve enggarakan pelayanan Pencfataan dan Analisis· 
x. menyelenggarakan diseminasi/Seresehan Hasil Pendataan Keluarga: 

y. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
perencanaan bidang pelaporan dan evaluasi Pembetdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana: 
z. menyiapkan sarana dan prasarana pencatatan I pelaporan pengendahan lapangan 

(DALLAP) maupun pengendalian pelayanan kontrasepsi (DALPELKON): 

aa. mengkoordinasikan dan mengelola pelaporan DAU.AP dan pelaporan 
DALPELKON dari kecamatan dan KKB untuk pe!aporan ke tingkat propinsi: 

bb. menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil program; 

cc menyelenggarakan Bintek dan fasilitasi pencatatan I pe!aproan DALLAP dan 
DALPELKON ke tingkat kecamatan; 

dd. menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian program seeara berkaladengan 

pengelola program; 
hh melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan El<onomi Mikro 

Keluarga; 
ii. mengendalikan dan mengevaluas, urusan Keluarga Sejahtera; 

li- menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain 
kk. menghimpun. mengolah dan menganai:sa data serta penyajan cata hasil keg,atan 

urusan pelayanan Bidang lnformas, dan Ana.ests: 
II. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja a aang lnfom,as dan Anats.s: 
mm. menyusun pertanggungjawaban laporan keg,a:an da• keuangan. 
nn. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang md,k daerah di hngkvp BKlang . 

lnformasi dan Analisis: 

oo. mempelajari, memahami dan menyelenggaral<an peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkartan dengan Bi<lang lnformasi dan Analisis 
pp. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang lnformasi dan 

Analisis; 

qq. memberikan saran dan pertimbangan teknis b,dang tugasnya kepada atasan: 

rr. melaksanak.an evaluasi tugas dan menginventarisas, permasatahan ling)<up 
rugasnya serta mencari alternatif pemecahannya. 

ss. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku· 



Sub Bidang Pendataan dan Ana'isrs dipimpin o!eh seoranq Kepala. mempunya, uraian 
tugas sebagai betikut : 

a. menyusun rencana keg,aian can anggaran Sub Bidang Pendataan dan Analis,s· 

b. menyiapkan bahan rencana strateg,s dan rencana kerja Sub Bidang Pendataan 
dan Analisis; 

c. menyiapkan bahan.bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten: 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan &lb Bidang 

Pendataan can Analisis sebaga, bahan penyusunan LPPO tahunan dan LPPO 
lima tahunan Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati. 
I. mengh1mpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pendataan dan Anal,sis: 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ool<umen Pelaksanaan 
Anggaran (OPA) Sub Bidang Pendataan dan At!alisis; 
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(1) Sub Bidang Pendataan dan Analisis mempunyai tugas pokok merencanaxan 
kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pendataan dan 
Analisis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) • Sub 
Bidang Pendataan dan Analisis, mempunyai fungsi · 

a. Perencanaan kegiatan urusan Pendataan dan Analisis; 
b. pelaksanaan urusan Pendataan dan Anabsls: 

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pendataan dan Anahs s: dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang dilrerikan oleh atasan sesuai dengan rugas dan 
fungsinya. 

Pasal 37 

- nien,_t,,..,.,.1:1 '"'g a:au mem.benka.1 oe:JnJuK kepaaa bawahan agar pe[aksanaa11 tugas 
dapat betja:ao ianear 

uu meoua: hasJ xeqa bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 
Kaner 

w melaporkan nasn pelaksanaan togas daniatau kegia1an kepada atasan. 
ww. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



menyusun bahan laporan akuntabaitas kerja; 

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiaian dan keuangan: 

aa. melaksanakan program pengawasan internal d, fingkungan Sub Bidang 

Pendataan dan Analisis; 

bb. mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang.-undangan, 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

datam pelaksanaan tugas; 

cc. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

dd. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di JingJ<up 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya· 

menyiapkan bahan-bahan penetapan penggunaan data keluarga: 

melaksanakan pengolahan pendataan. pernetaan, dan penomoran keluarga· 

melaksanakan orientasi petugas pendataan keluarga. 

melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data; 

menyusun bahan-bahan has,t Anal,sa Pengolahan Pendataan dan Anafisis: 

melaksanakan pelayanan Pendataan dan Analisis; 

melaksanakan diseminasilSeresehan Hasil Pendataan Keluarga, 

melaksanakan koorcinasi dengan Sub Bidang lam· 

menghirnpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasd kegiatan 

Sub Bidang Pendataan dan Analisis; 

KB/KR dan KS/PK; 

sejahtera; 

n. menyelenggarakan pengolahan informasi dan data demografi. KB dan ke!uarga· 

o. melaksanakan penyerasian operasionalisas, pencatatan dan pelaporan pelayanan 

h mengr.urO\,ir ~r,goiah dan mengana,t.Sa cara Sena penyaj1an cata hasa kegtatan 

urusan Pe!'tda-.aari can Ana.rsrs, 

menyiao,<an oanan-behan penyusunan petun1uk teknis dan rencana 
penye•enggaraan kegia1an Pendataan dan Analisis, 

J. melaksanakan pengelolaan informasi dan dala demografi, KB dan keluarga. 

k. melaksanakan pendataan keluarga: 
I. melaksanakan penyerasian indikator keluarga sejahtera: 

m. menyiapkan bahan-bahan penetapan hasll klasifikasi dan propel keluarga 

p. 

q. 
(. 

s 
t. 

u. 
v. 

w. 

x. 
... 

y. 

z. 



Sub Bidang Evafuasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunya, ura:an 

tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan· 

b. menyiapkan bahan rehcana strateqls dan rencana kerja Sub Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan; 
c. menyiapkan banan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai b.dang tu9asnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMD Kabupaten: 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPO iahunan dan LPPD Jirra tahunan Sub Bidang 

Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPO lima 
tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan oahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupan; 

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana sttategis (RENSTRA) dan rencana 
kinerja (RENJA) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan: 
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(1) Sub Bidang Evaluasi dan Pe!aporan mempunyai tugas pokok merencanasan 

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Evaluasi dan 
Pelaporan. 

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) • Sub 
Bidang Evaluasi dan Pelaporan. mempunyai fungsi 

a. Perencanaan keg,a,an urusan Evafuasi dan Pelaporan. 
b. pelaksanaan urusan Evaluasi dan Pe.aporan; 

c. Pembagian pe'aksanaan tugas urusan Evaluasi dan Pelaporan; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan n,gas dan 

fungsmya. • 
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fi membmbing atau membenkan peiunJuk kepada bawahan agar pelaksanaan rugas 

dapat oeqalan lancar: 

gg menila, hasil keqa bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 
hh. metaporkan hasil pelaksanaan tugas danlatau kegiatan kepada atasan: 
ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

ee membag t_g.as 1e,oada !lawa1l3!1 untv~ ke.ancaran peiaksanaan rugas sesuai 

dengan ..cete!"!tua:ri- yang eenaxu. 



I. menyiapkan sarana dan prasarana pencataran I pelaporan pengendalian tapangan 

(DALLAP) maupun pengendalian pelayanan kontrasepsi (DALPELKON); 

m. mengkoordinir dan mengeiola pelaporan OALLAP dan pelaporan OALPELKON dari 

kecamatan dan KKB untuk pelaporan ke tingkat propinst 

n. melakukan penilaian dan evaluasi hasil program; 

o melakukan Bintek dan lasifitasi pencatatan I pelaproan OALLAP dan OALPELKON 

ke tingkat kecamatan; 

p. melakukan rapat koorcmasi pengendalian program secara bel'kala dengan 

pengelo!a program, 

q. melaksanakan koordinasi dengan Suo Bidang lain; 

t, menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bidang Evaluasi dan Petaporan: 

s. menyusun bahan laporan akunrabilitas kerja; 

t. menyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

u. melaksanakan program pengawasan internal di tingkungan Sub Bidang Evaluasi 

dan Pelaporan: 

v. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

w. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan: 

x. melaksanakan evaluasi tugas dan menginvenrarisasi permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya: 

g mengh "'Oun P.e'lCal'.a Keg atar- Angga,an 1RAA) dan Ookumen Pelal<sanaan 
Anggarao tO"A Sub Bidang Eva.uas, dan Pelaooran; 

h meny,ap,an aanan-bahan penyusunan pe:un)lJk teknis penyelenggaraan kegiatan 

Evaluas, dan Pelaporan; 

1. rnenyiapkan bahan-bahan penyusunan rancana penyelenggaraan kagiatan EV3tu,.., 

dan Petaporan: 

j. menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan; 

k menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan 

bidang pelaporan dan evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Keiuarga 

Be,encana: 

• 

- 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok mefaksanakan sebagian 
kegiatan Badan sesuai kebutuhan 

(2) Kelompok Jabatan Fungs,onal dalam mefaksanakan tugas pokoknya bertanggung 
jawab kepada Kepala Sadan. 

Paragraf 8 

Kefompok Jabatan Fungsional 
Pasal 42 

(1) Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
merupakan unit pelaksana teknis Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana yang melaksanakan sebagian kegiatan pemberdayaan perernpi.an dan 
keluarga berencana yang berada di satu kecamatan; 

(3) Unit Pelaksana T eknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

w1layah kerjanya berada di bawah dan bertarggungjawab kepada Kepaia Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi dan 
secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat 

(4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana diatur dalam peraturan Bupati tersebut dan merupakan ba,i,an yang 
tidak terpisankan d!'li Peraturan ini 

Paragraf 7 

Unit Pelaksana T eknis Bad an 

Pasal41 

deng-an ~c~e.n;ua.-; yang oertaxu 
z membm:>mg atau membenxan petuniuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

capat bef)alan lancar: 
aa menfla, hasiJ ke(Ja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan kane-r. 

bb. melaporl<an hasil peiaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan: 
cc. melaksanakan tuqas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



(1) Kepala Sadan waPb bertanggung jawab dan menyampaikan taporan kepada 

Bupati ma1alut Sekretaris Oaerah. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sadan wajib benanggung jawab 

dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing. 

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada 

ketentuan yang bertaku. 

Sagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 44 

( 1) Hal-ha I yang menjadi tugas pokok Sadan merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. 

(2) Penyelenggaraan tugas pokck dan fungsi Sadan dilal<sanakan o!eh para KepaJa 

Bidang, para Kepala Sub Bidang. KepaJa UPT Sadan dan Kelompok Jab<ltan 

Ftmgs,onal menurut bidang tugasnya rnasinq-masinq. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sadan wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisa.si dan simplipikasi. 

(4) Setiap pimpinan satuan crganisasi di lingkungan Sadan wajib memimpin dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. ' 

(3) i<eiompol< ,aoa:a~ · ~r,gslOna tetdin can seiuri;ah tenaga oalam Jel1Jaflg 1abatan 

fungs,ona' yang tertlag. dalam berbagai ke'.ompok sesuai Oidang keahliannya. 

(4) Se:iap <e!Ompok jabatan fungs,onal drpimpin oleh seorang tenaga fufl9$10nal 

senior yang <:lnunjuk d, antara 1enaga fungsional yang ada <:Ii lingkungan Badan. 

15) Pembentokan jaba!an fungsional ditetapkan berdasaJ1<an sifat, ;en;,;, kebu1uhan 

dan beban kerjanya. 

(6) Jenis dan ienjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan peruodang-ondangan 

yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 43 



(2) Dengan berfakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang 
sama dicabut dan dinyatakan tidak bertaku lagi. 

(1) Hal-hal yang betum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur kemudian 

BAB Vll 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal48 

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupaten Bekasi 

BABVI 
PEMBIAYAAN 

Pasal47 

( 1) Kepala Sadan diangkat dan diberhenbkan oleh Supati berdasarkan usulan 
Sekretaris Oaerah. 

(2) Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan pengawasan me!ekat dan 
membuat Sasaran Kineija Pegawai (SKP) sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

(3) Kepala Sadan wajib memperhatikan oelaxsanaan kenaikan pangkat can gaji 

pegawai bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berfaku. 

SABV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal46 

( 1) Sekretaris mewak,11 Kepa,a Bad an aoaoua befhalangan datam menjalankan tugas 
(2) Apab,!a Sekretaris bert.alangan. Kepala Sadan dapat menunjtlk saian seorang 

Kepala Bidang sesuai bidang tugas danfatau kemampuan. 

Bag.an Kebga 

H<II Mewak1I 

PasaJ 45 



• 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang P1.;sat 
pada tanggal 

Agar seoap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan in dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangKan 

Pasal 49 



Ottetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal ~, ll .. .,.1,er ?<>u 

i BUPATI BEKASI,,.... 

Agar setiap orang mengetahu1nya memerintahkan pengundangan Peraturon lt'W dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan ini mulat berlaku paoa tangga o.undangkan. 

Pasa ~9 


